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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan :
Bagaimana analisis yuridis terhadap PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang
penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dan
perspektif Siyasah syar’iyyah terhadap PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang
penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan jenis data yang dipergunakan
adalah data primer dan sekunder sedangkan teknik pengumpulan data dengan
menggunakan studi dokumen yakni mengkaji isi bahan hukum yang diperoleh dari
peraturan perundang-undangan, buku, disertasi, artikel dan sumber lain yang
berkaitan dengan penulisan ini. Analisis data menggunakan ‘analisis data deduktif

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari segi hierarkis perundang-
undangan dalam Pasal 24 A UUD 45 memberikan pengakuan wewenang terhadap
Mahkamah Agung dalam membentuk peraturan asalkan diatur oleh undang-undang.
Pasal 7 dan 8 UU No. 12 Tahun 2011 Jo. UU No. 10 Tahun 2004 tentang
pembentukan peraturan perundang-undangan adalah acuannya. Pasal 8 beserta
penjelasan dari undang-undang tersebut telah mengakui keberadaan PERMA sebagai
salah satu jenis peraturan perundang-undangan- yang mengikat akan tetapi
pengakuan tersebut tanpa menempatkannya di dalam hierarki perundang-undangan
sebagaimana terdapat di dalam Pasal 7. Kedua, dari sisi penerapannya di pengadilan. -
PERMA tersebut masih relatif baru dan dianggap rancu karena isi dalam PERMA
No. 02 Tahun 2012 dianggap mengubah isi dari KUHP. Dan menurut Perspektif
Siyasah Syar’iyyah terhadap PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian
batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, pertama PERMA
tersebut bisa dikatatakan telah berpihak kepada keadilan dan mengikuti prinsip-
prinsip dasar siyasah syar‘iyyah. Dalam hal ini rukhsah adalah elemen penting yang
tidak dapat ditinggalkan. Karena dalam aturan rukhsah tersebut tersirat semangat
mengenai keharusan untuk senantiasa memperhatikan dan memperhitungkan situasi
dan kondisi dalam menerapkan hukum. Kedua PERMA tersebut adalah salah satu
contoh keberanian Mahkamah Agung untuk memulai gerakan dan revolusi besar
terkait perubahan hukum materiil maupun formil yang selama ini hanya selesai di
rancangan undang-undang semata, khususnya RUU KUHP. Syad a/ dari‘ah, adalah
salah satu landasan berfikir dalam mencontohkan universalitas siyasah syar‘iyyah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka dapat diharapkan PERMA No. 02
Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda
dalam KUHP dapat benar-benar diterapkan guna terciptanya kemaslahatan hukum
dan keadilan yang merata bagi segenap rakyat Indonesia.
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DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term)
yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman untuk penulisan
tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fonem konsonan Arab yang didalam sistem tulisan Arab seluruhnya
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ketulisan Latin sebagian

dilambangkan dengan lambing huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut :

ARAB LATIN
Kons. Nama Kons. Nama

| Alif Tidak dilambangkan

< Ba b Be

< Ta t Te

=] Sa 5 Es (dengan titik diatas)
z Jim j Je

z Ha h Ha (dengan titik dibawah)
¢ Kha kh Ka dan Ha

3 Dal d De

3 Zal z Zet (dengan titik diatas)
J Ra T Er

J Zai z Zet

o Sin s Es

U Syin sy Es dan Ye
ue Sad ) Es (dengan titik dibawah)

Xiv



ue Dad d De (dengan titik dibawah)
b Ta t Te (dengan titik dibawah)
3] Za z Zet (dengan titik dibawah)
¢ Ain ¢ Koma terbalik (di atas)
¢ Gain g Ge

— Fa f Ef

a8 Qaf q Ki

J Kaf k Ka

d Lam ] El

¢ Mim m Em

0 Nun n En

3 Wau w We

° Ha h Ha

¢ Hamzah ’ Apostrof

¢ Ya Y Ya

2. Vokal tunggal atau monmofiong bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa
tanda atau harakat, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan
huruf sebagai berikut :

a. Tanda Fathah dilambangkan dengan huruf 4, misalnya syara*
b. Tanda Kasrah dilambangkan dengan huruf j, misalnya znun/
c. Tanda dammah dilambangkan dengan huruf », misalnya Uhud

3. Vokal rangkap atau diffong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan

dengan gabungan huruf sebagai berikut :

XV




a. Vokal rangkap s dilambangkan dengan gabungan huruf aw , misalnya
Syawkaniy.

b. Vokal rangkap misalnya ! dilambangkan dengan gabungan huruf ay,
misalnya Zubhailiy.

. Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transeliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan

horisontal) diatasnya, misalnya sigyasah, ta’zir dan jarimah.

. Syaddah atau fasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid,

transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama

dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya haddun, syar‘iyyah dan

tayyib.

. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan huruf alif-/am,

transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai

dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda

sempang sebagai penghubung. Misalnya a/-uqubat

Ta’ marbutah mati atau dibaca seperti berharakat sukun, dalam tulisan Latin

dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan ¢4’ marbutah yang hidup

dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya jarimah az zina atau jarimatuz zina.
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8. Tanda apostrof () sebagai trsnliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang
terletak ditengah atau diakhir kata. Misalnya 7a’zirdan an nisa’. Sedangkan yang
terletak diawal kata, huruf hamzah tidak dilambangkan dengan sesuatupun.

Misalnya /brahim.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, kasus-kasus hukum khususnya tindak pidana ringan
(tipiring) adalah kasus yang tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat
Indonesia baik dari kalangan menengah kebawah maupun dari kalangan
menengah keat‘as. Maraknya kasus hukum tersebut dilatar belakangi oleh
berbagai faktor salah satunya adalah tekanan ekonomi dan kemiskinan. Faktor-
faktor tersebut yang memicu semakin banyak pelaku tindak pidana ringan yang
pada umumnya dilakukan oleh masyarakat miskin. Akibatnya pengadilan negeri
kesulitan untuk menangani kasus-kasus tersebut.

Menarik untuk diketahui bahwa dikeluarkannya PERMA No. 02 Tahun
2012 ini telah menuai pro kontra dari kalangan praktisi hukum. Di satu sisi
PERMA tersebut dibuat untuk menjawab tuntutan keadilan yang terjadi di
masyarakat. Dan di sisi lain efektifitas dalam mengimplementasikan PERMA
No. 02 Tahun 2012 di lingkungan pengadilan negeri masih dipertanyakan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2012 merupakan
salah satu bentuk reformasi hukum pidana di Indonesia mengingat rekontruksi
undang-undang hukum pidana dapat dikatakan lamban. Setelah 50 tahun lebih

seluruh besaran uang yang ada di KUHP tidak disesuaikan, akhirnya selasa 28



Februari yang lalu Mahkamah Agung mengambil langkah penting untuk
menyesuaikan besaran uang dalam KUHP. Tidak oleh Undang-Undang atau
Perpu, namun Peraturan Mahkamah Agung. Suatu langkah berani yang diambil
oleh Mahkamah Agung.

Tepatnya saat pengeluaran Laporan tahunan 2011 Ketua Mahkamah
Agung (Harifin A Tumpa) mengumumkan bahwa Mahkamah Agung telah
menerbitkan PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak
Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. PERMA berisi lima pasal ini
pada dasarnya hanya mengatur tentang penyesuaian besaran-besaran uang yang
ada dalam pasal-pasal di KUHP, yang terakhir kali disesuaikan pada tahun 1960.
Penyesuaian besaran uang dilakukan dengan perbandingan harga emas pada
masa itu dengan saat ini. Hasilnya, seluruh vang yang ada di KUHP harus
dibaca dengan dikalilipatkan sebanyak 10.000 kali.' Tidak tanggung-tanggung
Perma ini langsung mendapat respon yang begitu besar, penuh pro dan kontra
oleh masyarakat baik kalangan akademisi, praktisi, pengamat dan lain-lain.

Disatu sisi ada pandangan menilai bahwa PERMA tersebut bersifat
responsif. PERMA tersebut lahir atas protes rasa ketidakadilan yang dirasakan
masyarakat selama ini, bermunculannya kasus-kasus seperti neneck Minah,
pencurian segenggam merica oleh seorang kakek, pencurian kartu perdana

10.000 oleh siswa SMP, sendal jepit dan sebagainya. Para penegak hukum

' http://krupukulit.wordpress.com/2012/03/1 5/terobosan-ma-atas-kelalaian-legislator/more-
972 (Rabu, 15 Maret 2012)



S ;
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berkata lantang Hukum harus di tegakkan ketika rakyat kecil\k yang tak ﬁmemilild
apa-apa dan tak berdaya melakukan suatu tindak pidana namun bukan berarti
kita berpendapat masyarakat kecil tidak boleh di hukum bila melanggar.
Sementara proses hukum terhadap pencurian uang negara oleh penjahat berdasi
tidak jelas hukum apa yang di tegakkan.’

Disisilain kita patut mempertanyakan eksistensi PERMA tersebut,
apakah PERMA No. 02 Tahun 2012 tersebut memenuhi kriteria untuk menjadi
sebuah PERMA sebagaimana yang terdapat pada Pasal 79 UU No. 14 Tahun
1985 Tentang Mahkamah Agung jo UU No. 4 tahun 2004 Tentang Perubahan
Pertama UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo UU No.3 Tahun
2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah
Agung besrta Penjelasan pasalnya yang berbunyi :

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi
kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum

cukup diatur dalam Undang-undang ini. 3

Pada penjelasan UU di atas dinyatakan bahwa Apabila dalam jalannya

peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal,

2 Jurnal Nasutionbusyra dalam Perbincangan Hukum Pemerintahan dan Sosial Budaya
Menyoal Perma No 2 Tahun 2012, (05 maret 2012)
? Penjelasan UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung



Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk
mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini.*

Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara
penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.
Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan
dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang.

Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya
merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian
Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang
hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat,
kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban
pembuktian.

Berangkat dari dua pernyataan diatas, PERMA No. 02 Tahun 2012
menarik untuk diperdebatkan. Kedua pernyataan diatas perlu kiranya ada satu
sumbangsih produk dari kalangan mahasiswa untuk membuat karya ilmiyah
yang setidaknya mampu menganalisa melalui paradigma yuridis terhadap
PERMA No. 02 Tahun 2012 tersebut. Dengan memberikan sedikit ulasan
kiranya bisa dijadikan bahan acuan sebagai pengantar latar belakang skripsi ini.

Banyaknya perkara-perkara tersebut yang masuk juga telah membebani

pengadilan dalam menyelesaikan masalah. Lebih jelasnya masalah yang timbul

* Jurnal Nasutionbusyra dalam Perbincangan Hukum, (05 Maret 2012)



bukan hanya datang dari segi anggaran, namun hal itu berdampak pula pada
klaim publik terhadap pengadilan di Negeri ini. Umumnya masyarakat tidak
memahami bagaimana proses jalannya perkara pidana sampai bisa masuk ke
pengadilan, pihak-pihak mana saja yang memiliki kewenangan dalam setiap
tahapan dan masyarakatpun umumnya hanya mengetahui ada tidaknya suatu
perkara pidana hanya pada saat perkara tersebut disidangkan di pengadilan.
Oleh karenanya sorotan masyarakat kemudian hanya tertuju ke pengadilan dan
menuntut agar pengadilan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.’

Dengan mempertimbangankan fakta-fakta hukum yang terjadi
dimasyarakat, maka pemerintah khususnya dari kalangan yudisial mengeluarkan
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian
batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

Dalam hal penyesuaian batasan tindak pidana dan jumlah denda dalam
KUHP, salah satu yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung bahwa sejak
tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah
disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada digunakannya pasal pencurian
biasa yang diatur dalam pasal 364 KUHP yang berbunyi :

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 No. 4, begitu juga
apa yang diterangkan dalam pasal 363 No. 5, asal saja tidak dilakukan dalam

sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka
jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah,

3 Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 02 Tahun
2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.



dihukum scbagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya
tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,--. ®

Masalah lain yang melatar belakangi penulis untuk melakukan analisis
dalam skripsi ini adalah implementasi dari pelaksaan hukuman baik berupa
penahanan maupun denda terhadap pelaku tipiring yang dinilai menyimpang
dari keadilan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sebagai contoh Kasus
pencurian tiga biji kakao yang dilakukan oleh nenek Minah dan tertangkap
basah oleh petugas PT RSA yang menggelar operasi di blok A9 perkebunan
pada hari Minggu 02 Agustus 2009.” Sekilas dari berita tersebut fnemang aksi
nenek Minah dikategorikan sebagai tindak pidana ringan, namun latar belakang
pengambilan kakao tersebut yang harus dipertanyakan. Tidak pantas kiranya
seorang nenek yang tidak sadar perbuatannya itu adalah tindakan pidana atas
dasar ketidak sengajaannya menemukan tiga biji buah kakau tersebut harus
mendapat ancaman hukuman 5 tahun penjara yang berlandaskan pasal 362 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Menyusul contoh-contoh lain salah
satunya pencurian sandal jepit milik seorang anggota polisi yang dilakukan oleh
Aal bocah 15 tahun yang dijuga dijerat dengan ancaman hukuman yang hampir
sama.

Berdasarkan kasus diatas, perkara-perkara pencurian dengan nilai barang

yang kecil mulai menjadi sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai

¢ R. Soesilo, Kitab Undang-undag Hukum Pidana, 252
? Dikutip dari infoindonesia,wordpress.com (17 November 2009)



bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan
hukuman lima tahun oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang
dicurinya. sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian
termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu
dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara
selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,--. (KUHP.

35, 346, 366, 486)°

Analisa yang akan penulis angkat dari skripsi ini adalah analisa melalui
sudut pandang siyvasah syari’yvah yakni ketentuan kebijaksanaan pengurusan
masalah kenegaraan yang berdasarkan syar7’at. Dengan mengkomparasikan dua
sudut pandang yang berbeda, maka akan timbul sebuah pertanyaan yang
fenomenal terhadap PERMA tersebut. Bagaimana jika pro kontra yang terjadi
dimasyarakat Indonesia ini dinilai dari perspektif siyasah syar’iyyah .

Dalam bukunya, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah syar’iyyah
sebagai :

Y lae g Liadl adag lliaddl (5aa3 JiSy Loy Aadlu)t Al g ol daladl (58l yo X5
Ongiaall a3 Y1 J1 s b Giy ol 0l 5 A0S Led a5 Amy 50 gass (223

Artinya : pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang
menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan

 R. Soesilo, Kitab Undang-undsg Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya
lengkap pasal demi pasal (Bogor : Politeia, 1991), 249



dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan
syari’at Islam dan prinsip-prinsip umumnya meskipun tidak sejalan
dengan pendapat ulama’ mujtahid’

Dalam kenyataannya ada banyak w/ama’ yang mengartikan siyasah
syari’iah itu sendiri dan pada dasarnya pengertian tersebut berorientasi pada
satu pemahaman pokok yang utama bahwasanya siyasah syar’iyyah
berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia yang
dilakukan oleh pemegang kekuasaan dengan tujuan untuk menciptakan
kemaslahatan dan menolak kemudharatan dan tidak boleh bertentangan dengan
semangat syari ’ah yang universal.'®

Berangkat dari pernyataan tersebut, maka penulis mencoba untuk
menemukan suatu titik temu antara eksistensi dan peran Mahkamah Agung
dalam membuat, mengendalikan dan menyelesaikan segala macam
permasalahan hukum yang terjadi saat ini khususnya dibidang tindak pidana
ringan dengan segenap pro kontra yang terjadi dan dilihat dari berbagai sudut
pandang baik segi politis, sosiologis, terutama diidentikkan dibidang yuridisnya
kemudian memasukkan argumentasi tersebut kedalam perspektif dan lingkup
siyasah syar’jyyah , yang identik dengan semangat wahyu al-qur’an dan al-
sunnah, maka disusunlah skripsi ini dengan judul Analisis Yurisis Terhadap

Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan

° Abdul Wahab Khallaf, A/- Siyasah al- Syar’iyah (Kairo : Dar al- Anshar , 1977), dalam
Muhammad Igbal, Figih Siyasah “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam” (Jakarta : Gaya Media
Pratama, Cet. 2, 2007), 15

" Muhammad Iqbal, Figih Sivasah “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam” (Jakarta : Gaya
Media Pratama, Cet. 2, 2007), 6



Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Perspektif Siyasah

syar’iyyah .

Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah aksi dan reaksi pemerintah terhadap PERMA No. 02 Tahun
2012 tentang batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP ?

2. Apa dampak negatif dan positif dari PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang
batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP ?

3. Bagaimana pandangan siyasah syar’iyyah terhadap PERMA No. 02 Tahun
2012 tentang batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP ?

4. Bagaimana analisa yuridis terhadap PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang

batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP?

Batasan Masalah

Dari masalah-masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka masalah
yang akan dibahas dalam studi ini terbatas hanya pada permasalahan mengenai
aspek yuridis terhadap peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 tentang

penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP
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D. Rumusan Masalah
1. Bagaimana analisis yuridis terhadap PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang
penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP ?
2. Bagaimana perspektif Siyasah syar’jyyah terhadap PERMA No. 2 Tahun
2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda

tersebut ?

E. Kajian Pustaka

SIYASAH SYAR'IYYAH DI NAD (Sejak Kemerdekaan RI Hingga
Lahimmya UU NO: 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh) yang ditulis oleh
Saidurrahman, dalam Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) Ke-10,
Banjarmasin, 1 — 4 November 2010, dalam tulisannya mengatakan bahwasanya
Bila dilihat aspek historis tentang Aceh sebagaimana yang telah dipaparkan di
atas terlihat betapa heroisme keislaman tidak pernah pudar. Usaha menerapkan
Syari'at Islam terus dilakukan oleh masyarakatnya melalui berbagai upaya. Ini
menunjukkan bahwa terdapat desakan yang begitu kuat yang muncul dari arus
bawah (masyarakat) agar pemerintah memberikan keluasan bagi masyarakat
Aceh menjalankan Syari'at Islam secara kaffah. Perjalanan Syari'at Islam di
Aceh setelah kemerdekaan RI mengalami pasang surut. Perubahan dan
perkembangan kondisi sosial dan politik Negara Republik Indonesia turut

menjadi penentu tentang penyelenggaraan Syari'at Islam di Aceh.
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Pada masa awal kemerdekaan upaya pelaksanaan Syari'at Islam dilakukan
dengan pembentukan lembaga peradilan yang mandiri dan berkuasa penuh.
Karena tuntutan yang terus menerus maka Gubernur Sumatera melalui surat
kawat Nomor: 189 tanggal 13 Januari 1947 memberi izin kepada Residen Aceh
membentuk Pengadilan Agama (Mahkamah Syar’iyah) dengan kewenangan yang
penuh (tidak membutuhkan pengukuhan dari Pengadilan Negeri) dan relatif lebih
luas di bidang hukum keluarga yang meliputi nafkah, kekayaan bersama, hak
pemeliharaan anak, disamping perceraian dan f)engesahan perkawinan dan
kewarisan. Keadaan ini berlangsung lancar sampai dengan pembubaran Provinsi
Aceh pada tahun 1950. Pembubaran Provinsi menjadikan lembaga Peradilan
Agama tidak terurus dan tidak jelas statusnya. Keadaan menjadi lebih parah lagi
karena pada tahun yang sama keluar Undang Undang No: 1 Darurat tahun 1950
yang intinya membubarkan semua peradilan Swapraja dan meleburkannya ke
dalam Pengadilan Negeri. Desakan kepada Pemerintah Pusat agar lembaga ini
diberi status yang jelas dan diakui secara resmi terus menerus dilakukan baik
oleh Pemerintah Daerah, DPRD, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan
yang ada di Aceh, tetapi tetap tidak diiperhatikan. Dalam penjelasan tersebut
saidurrahman sedikit banyaknya telah memberikan beberapa pengertian dan
definisi penting terhadap perkembangan siyasah syar’iyyah yang berlaku di

NAD, namun perbedaannya dengan penulisan skripsi kali ini adalah masalah



12

fokus pembahasan dan analisis yang lebih mengarah kepada undang-undang dan
PERMA.

Sebenarnya kajian yuridis terhadap PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang
penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP
tersebut masih jarang dikaji oleh kalangan akademikus. Yang ditemukan dan
masih berhubungan dengan masalah tersebut adalah beberapa karya baik berupa
jurnal, artikel dan buku yang keseluruhannya membahas tentang masalah tindak
pidana hingga siyasah Syar’jyyah . Namun pembahasannya masih bersifat
independen dan tidak mengkomparasikan keduanya.

Sebuah karya yang berjudul Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan
Penyususnan Konsep KUHP baru hasil karya Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH.
Adalah salah satu contohnya. Dalam bunga rampai tersebut, penulis mencoba
untuk mengkaji secara historis hukum pidana di Indonesia memiliki perjalanan
yang penuh warna yang menarik untuk diamati. Ragam tersebut diperjelas
secara spesifik dengan memperjelas penekanan kepada kebijakan kriminal dan
kebijakan hukum pidana, khususnya kebijakan pidana dalam konsep KUHP baru
dan perkembangan formulasi konsep KUHP baru dan sejumlah tema besar
dalam buku tersebut adalah Pokok-pokok pemikiran beberapa aspek baru
dalama aturan umum konsep KUHP baru, Aspek-aaspek baru dalam konsep
KUHP baru, sistem pemidanaan dalam konsep KUHP baru, pidana perampasan

kemerdekaan, pidana penjara terbatas dan masalah keagamaan dalam konsep
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KUHP baru. Perbedaan dalam buku tersebut dengan skripsi ini adalah konsep
dan arah penulisannya. Jika dalam buku tersebut lebih difokuskan pada hukum
pidana dalam KUHP, maka dalam skripsi ini adalah tindak pidana ringan yang
berada dalam KUHP yang disempurnakan dengan PERMA No. 02 Tahun 2012
tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam
KUHP.

Sebuah jurnal yang ditulis oleh Nasutionbusyra dalam Perbincangan
Hukum Pemerintahan dan Sosial Budaya MENYOAL PERMA NO 2 TAHUN
2012 tanggal OS5 maret 2012,dalam jurnalnya, penulis mencoba untuk
mengkritisi isi PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak
pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP yang menurutnya fenomenal,
topik penulisan tersebut hampir sama dengan skripsi ini namun jurnal tersebut
tidak mengkaitkan nilai-nilai syar’/yah didalamnya sehingga penulisan tersebut
cenderung bersifat umum. Dalam tulisannya Nasionbusyra berpendapat
bahwasanya Secara eksplisit memang dinyatakan pada pertimbangan Perma No.
2 tahun 2012, Bahwa Perma ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP,
Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai vang yang sudah sangat
tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan
penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara
yang diadili. Namun bila kita melihat dalam butiran pasal-pasal Perma tersebut

maka secara tidak langsung Perma tersebut merubah ketentuan dalam KUHP
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dan seakan akan menjadi Lex Specialis dari KUHP dengan kata lain mengatur
tentang hukum pidana materil bukan merupakan ranah hukum pidan formil.
Karena ketentuan materilnya di rubah maka secara otomatis penegakkan hukum
formilnya akan menyesuaikan. Tentunya hal ini menimbulkan kerancuan dan
tidak sejalan dengan makna pada pasal 79 UU Kehakiman.

KUHP adalah sebuah peraturan warisan dari kolonial Belanda yang
menajdi hukum positif sampai saat ini, yang mengatur tentang suatu tindak
pidana secara umum baik digolongkan sebagai suatu tindak pidana ringan
ataupun tindak pidana berat, begitu juga dengan Hukum Acara Pidana atau
hukum pidana formil yang berfungsi meneggakkan hukum pidana materil yang
lahir atau disahkan pada 31 Desember 1981 setelah melalui proses penggodokan
yang cukup lama dan alot tetapi seiring berkembangnya waktu dan zaman sudah
barang tentu banyak aturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan
saat seckarang di era globalisasi dan teknologi yang begitu canggih. Salah satu
hal yang tidak sesuai adalah nilai uang yang terdapat dalam KUHP sangat tidak
sesuai dengan kondisi sekarang. Maka dari itu perubahan terhadap KUHP sudah
menjadi suatu kemestian agar lebih menegdepankan rasa keadilan bagi
masyarakat. Bukan menciptakan suatu Peraturan yang bertentangan secara asas
pembentukan peraturan perundangan-undangan.

Indonesia dikenal sebagai negar hukum dengan sistem Mix Legal Sistem.

Diantar Ciri dari sebuah negara hukum tersebut adalah pembagian kekuasaan,
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kewenangan membuat peraturan yang bersifat mengikat dan membatasi serta
menentukan kebebasan setiap warga negara bukanlah merupakan kewenangan
Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, tetapi menjadi ranah dari lembaga
legislatif. Selaras dengan prinsip judge made law yang juga diakui
keberadaannya dan diperbolehkan untuk dilakukan oleh para hakim di dalam
sistem hukum Eropa Kontinental. Seharusnya Mahkamah Agung menciptakan
hukum melalui putusan-putusan hakim, dalam hal belum tersedianya aturan
perundang-undangan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat atau

telah ada akan tetapi tidak lagi sesuai dengan perkembangan saat ini.

F. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap PERMA No. 02 Tahun 2012
tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam
KUHP.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan siyasah syar’iyyah terhadap
PERMA No.02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana

ringan dan jumlah denda dalam KUHP tersebut.
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G. Manfaat Penelitian
Nilai suatu penelitian selain ditentukan dari metodologinya juga
ditentukan dari besarnya manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian yang
dilakukan tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :
1. Manfaat Teoritis
Dapat mengetahui peran Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam
perjalanan produk hukum terkait masalah tindak pidana ringan, serta
efektifitasnya terhadap kemaslahatan bersama.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian diharapkan berguna untuk bahan masukan bagi aparat
penegak hukum dalam rangka menentukan kebijakan dan menentukan

peraturan dalam badan Peradilan.

H. Definisi Operasional
1. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) jalah seperangkat produk hukum
berupa peraturan tertulis yang berlaku untuk wilayah peradilan dan hakim.
PERMA No. 02 Tahun 2012 adalah peraturan yang dikeluarkan untuk
menyesuaikan batasan denda tindak pidana ringan dalam KUHP
2. Siyasah syar’iyyah  menurut Abdul Wahab Khalaf ialah pengelolaan
masalah-masalah umum bagi pemerintahan [slam yang menjamin

terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat
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Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syari’at Islam dan
prinsip-prinsip umumnya meskipun tidak sejalan dengan pendapat ulama’
mujtahid.'' Sivasah syar’iyyah dalam hal ini akan menganalisa PERMA No.
02 Tahun 2012 dengan susut pandang yuridis islam, karena PERMA tersebut
merupakan salah satu tindakan aplikatif dari mahkamah agung dalam
menyelesaikan permasalahan di masyarakat dan merupakan pintu politik
hukum islam dalam mengalikasikan syariah.

3. Analisis yuridis adalah analisis yang ditujukan kepada peraturan positif
seperti UU dan lainnya, dalam hal ini PERMA No. 02 Tahun 2012 adalah
sampel yang akan diteliti dengan menggunakan pisau analisis Siyasah
syar’lyyah, mengamati, membandingkan dan menemukan perbedaan
diantara keduanya sehingga pada akhirnya ditemukan sebuah persamaan
baru berangkat dari perkembangan sesuai dengan situasi dan kondisi,
sehingga tercipta sebuah analisis yang tidak menafikan adanya nilai syariah

yang terkandung dalam hukum positif tersebut.

I. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan yakni

serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data

"' Abdurrahman Taj, Al-siyasah al-Syar’iyah wa al-fi gh al-islam, (Mesir : Mathba’ah Dar al-
Ta’lif, 1993), dalam Muhammad Igbal, Figif Siyasah “Kontekstuallsasl Doktrin Politik Islam”
(Jakarta : Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2007), 10 i

LU
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pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.'?
Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, Yaitu penjelasan
yang memberi gambaran secara mendalam tentang analisis terhadap
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2012 penyesuaian
batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP perspektif
Siyasah syar fyyah .
2. Data yang Dikumpulkan
a. Undang-undang yang berkaitan langsung dengan Peraturan Mahkamah
Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak
pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.
b. Buku dan literatur yang membahas hukum pidana dan hukum acara
pidana.
3. Sumber Data
a. Bahan Hukum Primer !
1) UUDNRI 1945
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4) PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan

dan jumlah denda dalam KUHP

12 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Ed. I,
Cet. I, 2004), 14



b.

19

5) Amrullah Ahmad dkk, Dimensi Hukum Islam Dalam SistemHukum
Nasional, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

6) Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana ‘perkembangan
penyusunan konsep KUHP baru’, Jakarta : Ed. 1 Cet. 2, 2010

7) Abdurrahman Taj, A/l-siyasah al-Syar’iyah wa al-figh al-islam, Mesir
: Mathba’ah Dar al- Ta’lif, 1993

8) Abdul Wahab Khallaf, A/- Siyasah al- Syar’iyah, Kairo : Dar al-

Anshar , 1977

Bahan Hukum Sekunder

1) Al-Qur’an al Karim

2) M. Iqbal, Figh Siyasah “kontekstualisasi doktrin politik islam’,
Jakarta : Gaya Media Pratama, cet. 2 September 2007

3) Sulaiman Rasyid, Figh Is/am, Bandung : Sinar Baru Algensindo, Cet.
41,2008

4) Jonaedi Efendi, Mafia Hukum, Jakarta : Prestasi Pustaka, Cet. 1
Januari, 2010

5) UU No. 2 Tahun 1986 jo. UU No. 8 Tahun 2004 jo. UU No. 49
Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.

6) UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban
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7) UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 4 tahun 2004 jo UU No.3 Tahun
2009 Tentang Mahkamah Agung
8) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 4
Tahun 2004 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Tehnik Pengumpulan Data
Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian dengan cara Organising, Editing,
dan Analising baik primer maupun sekunder. Setelah data terkumpul
selanjutnya penulis melakukan pembacaan serta analisa teks sehingga dapat
menemukan suatu catatan penelitian.
5. Tehnik Analisis Data
Untuk mengetahui dan memahami konsep dan isi PERMA No. 02 Tahun
2012 tersebut secara deduktif serta menganalisis kajian tersebut menurut
pandangan siyasah syar’iyyah . Deduksi adalah langkah analisis data dengan
cara menjelaskan beberapa data yang bersifat umum lalu ditarik kewilayah

khusus.'?

J. Sistematika Pembahasan
Agar penyusunan skripsi ini terarah sesuai dengan bidang kajian maka
diperlukan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini

adalah bab kesatu pendahuluan meliputi latar belakang masalah, identifikasi

> Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Rake Sarasin, Ed. IV
Cet. I, 2000), .68
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masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika
pembahasan. Bab kedua landasan teori tentang tindak pidana ringan menurut
PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan
dan jumlah denda dalam KUHP dan siyasah syar’iyyah . Bab ketiga temuan
studi tentang penyelesaian kasus tindak pidana ringan menurut PERMA No. 02
Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah
denda dalam KUHP dan szya}ab syar’iyyah . Bab keempat analisis yuridis
PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan
dan jumlah denda dalam KUHP dan siyasah syar’iyyah . Bab kelima penutup

yang terdiri dari kesimpulan dan saran
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BAB I
LANDASAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA RINGAN
MENURUT PERMA NO. 02 TAHUN 2012 TENTANG
PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN
JUMLAH DENDA DALAM KUHP DAN SIYASAH SYARTYYAH

A. Hukum Pidana
1. Pengertian Hukum Pidana Menurut Pakar Hukum Dari Barat
Beberapa pendapat Pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai Hukum

Pidana, antara lain sebagai berikut :'

a. Pompe, menyatakan bahwa : Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan
ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan
aturan pidananya.

b. Apeldoorn, menyeatakan bahwa Hukum Pidana dibedakan dari diberikan
arti : Hukum Pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan
yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu
mempunyai dua bagian, yaitu :? Pertama, bagian objektif merupakan suatu
perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif,
sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum
dengan ancaman pidana atas pelanggaranya dan kedua, bagian subjektif

merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggung

! Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia ,(Jakarta : Balai Pustaka, Cet.
8, 1989), 257
2 Ibid, 258
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jawabkan menurut hukum. Hukum pidana formil yang mengatur cara

bagaimana hukum pidana materiil dapat ditegakan.

_ D. Hazewinkel Suringa, dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti:®

1) Objektif (ius poenale), yang meliputi: Perintah dan larangan yang
pelanggaranya diancam dengan sansi pidana oleh badan yang berhak dan
Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan,
apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum Panitensier.

2) Subjektif (ius puniendi), yaitu: hak Negara menurut hukum untuk
menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan
pidana.

. Vos, menyatakan bahwa Hukum Pidana diberikan dalam arti bekerjanya

sebagai :*

1) Peraturan hukum objektif (ius poenale) yang dibagi menjadi : Hukum
Pidana materiil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bilamana, siapa dan
bagaimana sesuatu dapat dipidana dan hukum Pidana formil yaitu hukum
acara pidana.

2) Hukum subjektif (ius punaenandi), yaitu meliputi hukum ya-ng
memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pida-na, menetapkan
putusan dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada Negara

atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

3 Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia 259
4 Ibid, 259-260
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3) Hukum pidana umum (algemene stafrecht) yaitu hukum pidana yang
berlaku bagi semua orang.

4) Hukum pidana khusus (byzondere strafrecht), yaitu dalam bentuknya
sebagai ius speciale sperti hokum pidana militer, dan sebagai ius
singulare seperti hukum pidana fiskal.

e. Algra Janssen, mengatakan bahwa hukum pidana adalah merupakan alat
yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati
mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi
dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang
secharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta
kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak
pidana.’

2. Pengertian Hukum Pidana Menurut Pakar Hukum Dari Indonesia
Moeljanto mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian daripada
keseluruhan hokum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar
dan aturan untuk :* Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan,
yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu
bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam
hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat

dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan

S Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia, 260
6 Moeljatno, asas-asas hukum pidana, (Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2002), 53
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menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan
apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Dan
Satochid Kartanegara menerangkan bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari
beberapa sudut, yaitu : Hukum Pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah
perturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan
terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman dan hukum pidana dalam
arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk
menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Dari pengertian-pengertian yang telah disebutkan diatas, maka dapat
disimpulkan bahwasanya hukum pidana adalah keseluruhan aturan-aturan
mengenai perbuatan yang dapat dihukum menurut aturan yang telah ditentukan
sebagai alat peringatan yang dipergunakan oleh hakim untuk objek hukum
pidana, yang terbagi menjadi dua yakni hukum pidana yang bersifat objektif dan
subjektif dan dalam penerapannya dibedakan menjadi dua yakni hukum pidana

materiil dan hukum pidana formil.

B. Tindak Pidana

1.

Pengertian Tindak Pidana
Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delict) ialah suatu

perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana.
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Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau

memenuhi unsur-unsur pidananya.’” Dan unsur-unsur itu terdiri dari :

a. Obyektif.

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan
mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum.
Yang dijadikan titik utama dari pengertian obyektif di sini adalah

tindakannya ®

. Subyektif.

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-
undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (sesecorang atau
beberapa orang).’

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka kalau ada suatu perbuatan

yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat

dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi

sebagai suatu peristiwa pidana ialah:

a.

Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya bahwa memang benar-benar ada
suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.
Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami

oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.

! Moeljatno, asas-asas hukum, 54
8 Ibid, 55
® Ibid, 55
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b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan
hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi
ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-
benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib
mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu.
Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu
perbuatan yang tidak dapat disalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu
mempertanggung jawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu
karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan
tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu
keselamatannya dan dalam keadaan darurat.'

c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan.
Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa
orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh
ketentuan hukum."’

d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang
berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata

bertentangan dengan aturan hukum.

45

1® Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), .

" bid, 46
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€. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan
yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan
tertentu, maka ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Dan
ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumnya yang
harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan
tertentu, maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu

melaksanakan hukuman.'?

2. Tindak Pidana Ringan dan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Ringan
Pasal-pasal yang termasuk pada tindak pidana ringan sebaéaimana
diatur dalam KUHP adalah sebagai berikut:

Pasal 364 :

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal:362 dan pasal 363 nomor 4',
demikian juga perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 nomor 5', bila
tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada
Tumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh
rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara Paling lama
tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah'*

Pasal 372 :"°

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi
berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena
penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana
denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

2 Adami Chazawi, Pelgjaran Hukum Pidana, 47

1 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Jakarta : Bias Aksara, Cet.
14, 1985), 155

“ (s.du. dg. UU NO. 16/Prp/1960 dan UU NO. 18/Prp/1960.) Pasal ini adalah pasal yang
menerangkan tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana ringan dalam bab XII KUHP tentang
pencurian pasal 362, 363 (4) dan 363 (5)

' Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana............... h. 159
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Juga diterangkan tentang hukuman yang terkait penggelapan ringan
dalam pasal 372 tersebut dalam pasal berikutnya yaitu pasal 373 yang
berbunyi :

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 372, bila yang digelapkan bukan
ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam
sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan
atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. '

Selanjutnya terkait tindak pidana ringan, ada beberapa pasal dala
KUHP yang juga menerangkan tentang perbuatan-perbuatan yang melawan
hukum antara lain :

Pasal 379 : "7

Barangsiapa menjadikan pembelian barang-barang sebagai mata pencaharian
atau kebiasaan, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap
barang-barang itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain tanpa
membayar lunas, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 383 :'®

Pemegang konosemen yang dengan sengaja mempergunakan beberapa
cksemplar dari surat tersebut dengan titel yang memberatkan, dan untuk
beberapa orang penerima, diancam dengan pidana penjara paling lama dua
tahun delapan bulan. '°

Pasal 384 %
Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 383, diancam dengan pidana penjara
paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah, bila

'S Ibid, 159

v Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 161

'* Ibid, 163

¥ dalam pasal 163 disebutkan bahwa; Diancam dengan pidana penjara paling lama satu

tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:

1)
2)

karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli;

mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu
muslihat.

2 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 164
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jumlah keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari dua ratus lima puluh

rupiah.

Pasal 406 :*!

1) Barangsiapa dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan,
merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu
yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana
penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling
banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 231-235, 407, 41 1.)

2) Diancam dengan pidana yang sama orang yang dengan sengaja dan secara
melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat tak dapat digunakan
atau menghilangkan hewan, yang scluruhnya atau sebagian milik orang
lain. (KUHP 170, 231, 233 dst., 302, 407 , 411 dst., 472.)

Pasal 407 (1) :%

1) Perbuatan perbuatan yang diterangkan dalam pasal 406, bila nilai
kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam dengan
pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak
sembilan ratus rupiah.

Pasal 480 :*
Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda
paling banyak sembilan ratus rupiah karena penadahan:

1) barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima
sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual,
menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau
menyembunyikan menyewakan, suatu benda, yang diketahui atau
sepatutnya harus diduga bahwa diperolch dari kejahatan; (KUHP 517.)

2) barangsiapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang
diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa diperoleh dari
kejahatan. (KUHP 481 dst.; Sv. 71; IR. 62; RBg. 489.)

Pasal 482 :**

Perbuatan tersebut dalam pasal 480, diancam karena penadahan ringan
dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling
banyak sembilan ratus rupiah, bila denda tersebut diperoleh dari salah satu
kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, dan 379.

2 Ibid, 177

2 Ibid, 177

B Ibid, 202

* Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 202
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1.

Tindak Pidana Ringan Dalam Islam
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Didalam islam tidak dikenal istilah tindak pidana ringan seperti dalam

PERMA No. 02 Tahun 2012 dan KUHP. Namun untuk menyelaraskan

landasan teori, perlu diketahui juga beberapa jenis tindak pidana yang

berhubungan dengan pasal-pasal yang terkait kategori tindak pidana ringan

baik dalam KUHP maupun PERMA tersebut.

a. Pencurian dan penggelapan

Pencurian menurut Mahmud Syaltut adalah mengambil harta orang

lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak
dipercayai menjaga barang tersebut. Definisi tersebut secara jelas
mengeluarkan perbuatan menggelapkan harta orang lain yang
dipercayakan kepadanya dari kategori pencurian.”® Oleh karena itu
penggelapan harta orang lain tidak dianggap sebagai Jarimah pencurian
yang dikenai sanksi potong tangan.

H.A Djazuli membedakan antara pencurian dan penggelapan
sebagai berikut ;%

Pertama, dilihat dari segi hukuman. Pencurian dikenai hukuman
had potong tangan, sedangkan penggelapan dikenai hukuman #a’zir dan

menjadi wewenang hakim dalam penjatuhan hukuman tersebut.

z: Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung : CV. Pustaka Setia, cet. 2, 2000), 83
lbid, 83
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Kedua, dilihat dari segi pelaksanaan pengambilan harta tersebut.
Pada pencurian pengambilan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan
tanpa sepengetahuan pemiliknya. Sedangkan pada kasus penggelapan
dilakukan dengan terang-terangan.

b. Penipuan Rigan

Menurut Abdurrahman Al-Malikiy, dalam kitab karangannya yang
berjudul nizam al-uqubat dijelaskan bahwasanya tindak pidana ringan itu
masuk terhadap kategori pelanggaran terhadap harta. Dalam KUHP telah
dijelaskan bahwasanya yang termasuk jenis-jenis tindak pidana ringan
adalah penggelapan ringan, pencurian dalam pasal 364 KUHP, penipuan
ringan, penipuan ringan oleh penjual, perusakan ringan dan penadahan
ringan.

Selanjutnya menurut Al-Malikiy, ada banyak jenis penipuan seperti
penipuan yang dilakukan dengan cara mendorog atau membujuk orang lain
agar dirinya menyerahkan harta yang bergerak maupun yang tidak
bergerak atau jaminan yang mengandung perjanjian atau surat
pembebasan utang.” Penipuan ringan masuk kepada kategori penipuan
dan jenis-jenis penipuan.

c. Penipuan Dalam Muamalat (Penipuan Ringan Oleh Penjual)

77 Abdurrahman Al-Maliky, Sistem Sanksi Dalam Islam, penerjemah : Syamsuddin
Ramadhan, judul asli : Nizam al-Uqubat (Pustaka Thariqul Izzah, Cet. 1 2002), 298



timbangan. Atau alat ukur yang tidak ditetapkan oleh negara atau tidak
diketahui oleh negara atau melakukan penakaran, pengukuran dan
penimbangan dengan jalan curang.”®
d. Penghianatan Terhadap Amanah Harta
Adalah setiap orang yang diberi amanah berupa harta, atau diberi
kepercayaan memegang harta kemudian ia menghianati amanah harta
tersebut dan setiap orang yang memerintahkan dengan sengaja untuk
menyembunyikan, mencopet, memusnahkan, melenyapkan atau merobek
surat jaminan yang mengandung perjanjian atau surat pembebasan utang
atau surat-surat berharga atau jaminan-jaminan.zg
e. Penadahan Ringan
Adalah setiap orang yang membeli barang-barang hasil curian,
penjambretan, pencopetan, perampasan, sedangkan ia mengetahui hal itu.
Demikian pula siapa saja yang menginapkan atau menyembunyikan
pencuri, pencopet dan perampas sedangkan ia mengetahuinya. Dan setiap
orang yang menyembunyikan hasil curian, pencopetan, penjambretan atau

perampasan sedangkan ia.>

2 Ibid, 230
2% Abdurrahman Al-Maliky, Sistem Sanksi Dalam, 298
* Ibid, 296-297
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2. Macam-Macam Jarimah (Tindak Pidana) dan Sanksi Jarimah

Secara bahasa Jarimah mengandung pengertian dosa, durhaka. Larangan-
larangan syara‘ (hukum Islam) yang diancam hukumaﬁ had (khusus) atau ta’zir
pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan
pelanggarnya mendapat ancaman hukuman.®'

Larangan-larangan syara’ tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan
yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan.
Melakukan perbuatan yang dilarang misalnya seorang memukul orang lain
dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun
contoh Jarimah berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan
ialah seseorang tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau seorang
suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya.

Dalam bahasa Indonesia, kata Jarimah berarti perbuatan pidana atau
tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan sebagai padanan istilah Jarrmah
ialah kata jinayah. Hanya, dikalangan fukaha (ahli fikh, red) istilah Jarimah pada
umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan
yang dilarang oleh syara’, baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan
jinayah pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran

yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh dan melukai anggota

badan tertentu.

! Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayab,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 22
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Sementara bentuk Jarimah ditinjau dari aspek pelaksanaan dan bobot
hukumannya dapat dilihat dari aspek Pelaksanaannya, seperti Jarimah Positif
(jaraim Ijabiyyal/ delicta commissionis), yaitu Jarimah yang terjadi karena
melakukan perbuatan yang dilarang, seperti pencurian, zina, dan pemukulan dan
Jarimah Negatif (jara-im sal biyyal/ delicta omimissionis), ialah Jarimah yang
terjadi karena tridak mengerjakan perbuatan diperintahkan, seperti tidak
mengeluarkan zakat. Jarimah vegatif ada dua macam yaitu Jarimah negatif
semata-mata (delik ommissionis) dan Jarimah negatif yang menimbulkan
Jarimah positif/ Jarimah positif dengan jalan negatif (delik Commissionis per
ommissionem commisd).>:

Dalam hukum positif, Jarimah negatif brau terdapat sejak abad ke-19
Masehi. Sebelum masa tersebut, kebanyakan sarjana-sarjana hukum positif
berpendirian “tidak mungkin terjadi Jarimah dari sikap tidak berbuat”. Hanya
sebagian kecil dari sarjana-sarjana hokum tersebut yang berpendirian sebaliknya.
Pada akhimya pendirian kedua tersebut mendapat pengikut terbanyak, meskipun
tidak diambil keseluruhannya.

Contoh sikap tidak berbuat yang menimbulkan Jarimah ialah menahan
orang dengan melawan hokum tanpa memberinya makan, dengan maksud untuk
membunuhnya. Contoh sikap tidak berbuat yang tidak menimbulkan Jarimah

jalah tidak mau menolong orang yang akan tenggelam, atau orang yang

32 Wahyu, “Jarimah Qisas dan Diyat” dalam http://wahyuset.wordpress.com//jarimah/, ( 17
Oktober 2008)
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terkepung dalam api. Contoh tersebut hampir sama dengan contoh yang
dikemukakan oleh fugaha.

Tentang sumberkewajiban untuk berbuat menurut hukum positif yaitu
undang-undang atau perjanijian, sama benar dengan sumber yang dikemukakan
oleh fuqaha yaitu syari’at.

Q.S. al-Maidah : 1
S 5 (80 5 6 vy g g 10 St iy 1851 0T i i g
(V) .’bj B ,ﬁa.- i 5; o &.%3?3 Ll
Artinya :Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu. Dihalalkan
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.
(vang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu
sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-

hukum menurut yang dikehendaki-Nya.™

Akan tetapi mengenai “kebiasaan” (urf), maka pandangan hukum positif
tidak menganggapnya sebagai sumber kewajiban . dalam hal ini pandangan
Hukum Pidana Islam lebih tepat, karena semua Syari’ah dan undang-undang
bahkan pendapat tiap-tiap orang, tentu akan mengatakan bahwa apa yang
diwajibkan oleh kebiasaan harus dilaksanakan, tanpa memerlukan ketentuan

demikian secara tersendiri dalam perjanjian yang merupakan hasil kesepakatan

% Departemen Pengawasan haji dan wakaf, A/-Qur’an dan Terjemahannya, (Madinah :
Komplek Percetakan Al-Qur’an al qadim al haramain assyarifain Raja Fahd, 1971), 189
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beberapa orang tertentu, scbab kebiasaan yang sudah diakui oleh semua orang
mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat.>*

Dalam hukum pidana Islam / figh Jinayah adalah segala ketentuan hukum
mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-
orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman
atas dalil-dalil hukum dari A/-Qur’an dan Hadis. Dalam hukum pidana Islam
hukum kepidanaan atau disebut juga dengan Jarimah (perbuatan tindak pidana).
Jarimah terbagi atas

a. Jarimah Hudud
Adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas
hukumanya di dalam Al-qur’a}r dan sunnah nabi Muhammad SAW. Sanksinya
berupa sanksi had (ketetapan yang terdapat dalam A]-qur’a—n dan Sunnah.
Hukumannya berupa rajam, jilid atau dera, potong tangan, penjara atau
kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan/deportasi, dan salib.
b. Jarimah Ta’zir
Jarimah hudud bisa berpindah menjadi Jarimah Ta'zir bila ada
syubhat, baik itu shubhat fi al fi'li, fi al fa%il, maupun £i af mahal. Demikian
juga bila Jarimah hudud tidak memenuhi syarat, seperti percobaan pencurian
dan percobaan pembunuhan. Bentuk lain dari Jarimah ta’zir adalah kejahatan

yang bentuknya ditentukan oleh ulil amri sesuai dengan nilai nilai, prinsip

% Ahmad Hanafi, MA., Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang,
1993),15 dan 16
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prinsip dan tujuan syari'ah, seperti peraturan lalu lintas, pemeliharaan
lingkungan hidup, memberi sanksi kepada aparat pemerintah yang tidak
disiplin dan lain lain.

Secara bahasa ta’zir merupakan mashdar (kata dasar) dari 'azzaro yang
berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan,
memuliakan, membantu. 72’zir juga berarti hukuman yang berupa memberi
pelajaran. Disebut . dengan ¢2’zir, karena hukuman tersebut scbenarnya
menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada Jarimah atau dengan
kata lain membuatnya jera. Sementara para fugoha' mengartikan ta’zir dengan
hukuman yang tidak ditentukan oleh al Qur'an dan hadits yang berkaitan
dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi
untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak
mengulangi kejahatan serupa. 7Ta’zir sering juga disamakan oleh fixgoha'
dengan hukuman terhadap setiap maksiyat yang tidak diancam dengan
hukuman had atau kaffarat.”®

Jarimah Ta’zir juga diartikan sebagai perbuatan pidana yang bentuk
dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran
kepada pelakunya. Dalam pengertian istilah hukum Islam merupakan hukuman
yang bersifat mendidik yang tidak mengaharuskan pelakunya dikenai had.

Hukumannya berupa hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi,

3% Abdurrahman Al-Maliky, Sistem Sanksi Dalam Islam, penerjemah : Syamsuddin
Ramadhan, judul asli: Nizam.al-Ugubat (Pustaka Thariqul Izzah, Cet. 1.2002) h. 246
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pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang
sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.*®

Bisa dikatakan pula, bahwa ta’zir adalah suatu Jarimah yang diancam
dengan hukuman ta’zir (selain had dan gishash diyat). Pelaksanaan hukuman
ta’zir, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik
perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya
diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam Jarimah ta’zirtidak
ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah
dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan
demikian, syari'ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan benruk
bentuk dan hukuman kepada pelaku Jarimah .
Abd Qodir Awdah membagi Jarimah ta’zirmenjadi tiga, yaitu:®’

1) Jarimah hudud dan gishash diyat yang mengandung unsur shubhat atau
tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan
maksiyat, seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap
anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda.

2) Jarimah ta’zir yang jenis Jarimah nya ditentukan oleh nas, tetapi

sanksinya oleh syari'ah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah

3 Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Isiam-Fikih Jinayah,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 22

3 Abdurrahman Al-Maliky, Sistem Sanksi Dalam Islam, penerjemah : Syamsuddin
Ramadhan, judut asli : Nizam al-Ugubat (Pustaka Thariqul Izzah, Cet. 1 2002), 250
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palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji,
menghianati amanah, dan menghina agama.

3) Jarimah ta’zirdimana jenis Jarimah dan sanksinya secara penuh menjadi
wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal
ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya
pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan
pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.

Dalam menetapkan Jarimah ta’zr, prinsip utama uang menjadi acuan
penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota
masyarakat dari kemudharotan (bahaya). Di samping itu, penegakkan Jarimah
ta’zir harus sesuai dengan prinsip syar‘iy.>®

Hukuman hukuman ta2°zir bamyak jumlahnya, yang dimulai dari
hukuman paling ringan sampai hukuman yang yang terberat. Hakim diberi
wewenang untuk memilih diantara hukuman hukuman tersebut, yaitu hukuman
yang sesuai dengan keadaan Jarimah serta diri pembuatnya. Hukuman
hukuman ¢2°zir antara lain:

1) Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut syari'ah Islam, hukuman ta’zir adalah untuk

memberikan pengajaran (ta'dib) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena

itu, dalam hukum ¢a’zir tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau

38 Ibid, 250
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penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa foqoha' memberikan pengecualian
dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika
kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak
bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata mata,
pembuat fitnah, residivis yang membahayakan. namun menurut sebagian
fugoha yang lain, di dalam Jarimah ta’zirtidak ada hukuman mati.>’
2) Hukuman Jilid

Dikalangan fuqoha terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman
jilid dalam ta’zir. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama' Maliki,
batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman #a°zir didasarkan
atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya Jarimah . Imam
Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid
dalam ta 'zir adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali.*

Sedangkan di kalangan madzhab Syafi'i ada tiga pendapat. Pendapat
pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat
kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf. Sedangkan pendapat ketiga,

hukuman jilid pada ¢a’zir boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus

3 Abdurrahman Al-Maliky, Sistem Sanksi Dalam Islam, penerjemah : Syamsuddin
Ramadhan, judul asli : Nizam al-Ugubat (Pustaka Thariqul Izzah, Cet. 1 2002), 249

“ Abdurrahman Al-Maliky, Sistem Sanksi Dalam Islam, penerjemah : Syamsuddin
Ramadhan, judul asli : Nizam al-Ugubat(Pustaka Thariqul Izzah, Cet. 1 2002), 253
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kali, dengan syarat bahwa Jarnimah ta’zir yang dilakukan hampir sejenis
dengan Jarimah hudud.*!

Dalam madzhab Hambali ada lima pendapat. Tiga di antaranya sama
dengan pendapat madzhab Syafi'i di atas. Pendapat ke empat mengatakan
bahwa jilid yang diancam atas sesuatu perbuatan Jarimah tidak boleh
menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap Jarimah lain yang sejenis, tetapi
tidak boleh melebihi hukuman Jarimah lain yang tidak sejenisnya. Pendapat ke
lima mengatakan bahwa hukuman ¢a’zir tidak boleh lebih dari 10 kali.
Alasannya jalah hadits nabi dari Abu Darda sebagai berikut: “Seorang tidak
boleh dijilid lebih dari sepuluh kali, kecuali dalam salah satu hukuman hudud”,
3) Hukuman-Kawalan (Penjara Kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini
didasarkan pada lama waktu hukuman. Perfama, Hukuman kawalan terbatas.
Batas terendah dai hukuman ini adalah satu hari, sedang batas tertinggi, ulama'
berbeda pendapat. Ulama' Syafi'iyyah menetapkan batas tertingginya satu
tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam Jarimah
zina. Sementara ulama' ulama' lain menyerahkan semuanya pada penguasa

berdasarkan maslahat.*?

al g
Ibid, 253
2 Abdurrahman Al-Maliky, Sistem Sanksi Dalam Islam, penerjemah : Syamsuddin
Ramadhan, judul asli : Nizam al-Uqubat (Pustaka Thariqul [zzah, Cet. 1 2002), 257
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Kedua, Hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa
hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan
berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya.
Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang
yang berulang ulang melakukan Jarimah yang berbahaya.*

4) Hukuman Salib

Hukuman salib sudah dibicarakan dalam Jarimah gangguan keamanan
(hirobah), dan untuk Jarimah ini hukuman tersebut meruapakan hukuman had.
Akan tetapi untuk Jarimah ta’zir hukuman salib tidak dibarengi atau didahului
dengan oleh hukuman mati, melainkan si terhukum si terhukum disalib hidup
hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu,
tetapi dalam menjalankan sholat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini,
menurut fuqoha' tidak lebih dari tiga hari.*

5) Hukuman Ancaman (Tahdid), Teguran (Tanbih) dan Peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman fa’zir, dengan syarat
akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Misalnya dengan
ancama akan dijilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain

jika pelaku mengulangi tindakannya lagi.*’

35
Ibid, 258
“ Abdurrahman Al-Maliky, Sistem Sanksi Dalam Islam, penerjemah : Syamsuddin
Ramadh%x, judul asli : Nizam al-Uqubat (Pustaka Thariqul Izzah, Cet. 1 2002), 268
Ibid, 271



Sementara hukuman teguran pernah dilakukan oleh Rosulullah terhadap
sahabat Abu Dzar yang memaki maki orang lain dengan menghinakan ibunya.
Maka Rosulullah saw berkata, "Wahai Abu Dzar, Engkau menghina dia dengan
menjelek jelekkan ibunya. Engkav adalsh orang yang masih dihinggapi sifat
sifat masa jahiliyah."

Hukuman peringatan juga diterapkan dalam syari'at Islam dengan jalan
memberi nasehat, kalau hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman ini
dicantumkan dalam al Qur'an sebagaimana hukuman terhadap istri yang
berbuat dikhawatirkan berbuat nusyuz.

6) Hukuman Pengucilan (a/ Hajru)

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman ¢2°zir yang
disyari'atkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rosulullah pernah melakukan
hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang
Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah, dan Hilal bin Umaiyah.*¢
7) Hukuman Denda (tahdid)

Hukuman Denda ditetapkan juga oleh syari'at Islam sebagai hukuman.
Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya,
hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping
hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Sabda Rosulullah

saw, "Dan barang siapa yang membawa sesuatu keluar, maka atasnya denda

“ Abdurrahman Al-Maliky, Sistem Sanksi Dalam Islam, penerjemah : Syamsuddin
Ramadhan, judul asli : Nizam al-Ugibit (Pustaka Thariqul Izzah, Cet. 1 2002), 268
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sebanyak dua kalinya besrta hukuman.” Hukuman yang sama juga dikenakan
terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang.*’
c. Jenis Jarimah lain
Selain itu dalam hukum pidana Islam juga dikenal delik Qisas
memotong atau membalas. Selain itu juga ada delik diat (denda dalam bentuk
benda atau harta) berdasarkan ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana
kepada pihak korban sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya.
Perbedaanya, Qisas diberlakukan bagi perbuatan pidana yang disengaja,
sedangkan diyat diberlakukan bagi perbuatan pidana yang tidak disengaja. Ibnu
Rusyid mengelompokan Qisas menjadi 2 (dua) yaitu, :
1) Qisas An-Nafs (pembunuhan) yaitu Qisas yang membuat korbanya
meninggal, sering disebut dengan kelompok al-qatlu (pembunuhan).
2) Qisas gairu an-nafs, yaitu Qisas yang membuat korbanya cedera atau
melukai korbanya tidak sampai meninggal, sering disebut dengan

kelompok al-jarhu (pencederaan).

D. Peraturan Mahkamag Agung
Keberanian Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 02 tahun
2012 mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda

dalam KUHP menjadi berita yang ditunggu masyarakat. Jika sebelumnya yang

T Ibid, 269
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disebut tindak pencurian ringan yang nilainya kurang dari Rp 250, kini diubah
menjadi Rp 2,5 juta. Kasus pencurian dengan nilai kerugian sangat minim
mengoyak rasa keadilan, apalagi barang yang dicuri berada di tempat umum.
Masih terngiyang diingatan kita tentang kasus pencurian sendal jepit oleh
AAL dan Rasminah yang mencuri 6 piring majikannya. Dengan dikeluarkannya
Perma ini, terdakwa dengan kasus tersebut diatas dilarang untuk ditahan.®®

Ciri dari negara hukum adalah kewengan suatu lembaga pada negara
hukum haruslah senantiasa diatur secara formal berdasarkan perundang-
undangan, baik secara atributif maupun delegatif. Beberapa ketentuan yang
terdapat di dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung berserta dengan
beberapa kali perubahannya, telah menjadi dasar kewenangan delegatif yang
dimiliki Mahkamah Agung untuk menerbitkan peraturan yang berkaitan
hukum acara yakni terdapat pada Pasal 79 UU Tentang mahkamah Agung
besrta Penjelasannya.

Undang-Undang Dasar 1945 memberi jaminan terhadap wewenang
Mahkamah Agung dalam membentuk peraturan dengan asalkan di atur oleh
undang-undang. Pasal 24 A UUD 1945 berbunyi :

Mahkamah Agung berwenag mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan
perundang-undangan di bawah undnag-undang, dan mempunyai wewenang

lainnya yang diberikan oleh undnag-undang.

“ Yuli Rosdiana, “Perma No. 2 Tahun 2012” dalam http://riau.kemenkumham.go.id/berita-
utama (maret 2012)
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Perkembangan terakhir dari sejarah pembentukan peraturan perundang-
undangan di Indonesia adalah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai
acuan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pengganti Undang-
Undnag sebelumnya yakni UU No 10 tahun 2004. Pasal 8 beserta penjelasan
dari undang-undang tersebut telah mengakui keberadaan PERMA sebagai salah
satu jenis peraturan perundang-undangan yang mengikat sepanjang
diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau

berdasarkan wewenang. Didalam Pasal 7 undang-undang aquo. Pasal 7 Bebunyi

.49

1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah;

Peraturan Presiden;

Peraturan Daerah Provinsi; dan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8 Berbunyi :

1. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal] 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa
Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga,
atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau
Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat

PR mSme /e o

* Nasutionbusyra, “Perbincangan Hukum Pemerintahan dan Sosial Budaya” dalam Menyoal
Perma No 2 Tahun 2012, (05, Maret 2012)
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Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

2. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau
dibentuk berdasarkan kewenangan.

Kondisi ini merupakan problematika lain yang patut menjadi perhatian
guna memahami keberadaan dan kedudukan PERMA di dalam sistem
perundang-undangan nasional. Pengakuan PERMA secbagai salah satu jenis
perundang-undangan yang tidak dibarengi oleh tindakan menempatkan
PERMA di dalam hierarki perundang-undangan akan menjadikan PERMA
scbagai peraturan yang sulit dan penuh delima dalam penerapannya, padahal
jika ditinjau secara substantif beberapa PERMA memiliki karakteristik sebagai
suatu perundang-undangan yang mengikat kepada publik.*® Dengan demikian,
perlu dilakukan masih perlu diadakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 walau masih relatif baru, yang di dalamnya mengatur secara
tegas tentang pemisahan antara jenis peraturan mana yang dapat dikategorikan
senagai perundang-undangan, dan peraturan mana yang tidak, sehingga bagi
peraturan yang telah dikategorikan secara tegas secbagai suatu perundang-
undangan, seharusnya dimasukkan ke dalam hierarki perundang-undangan.

Sebagai peraturan yang diterbitkan dengan tujuan untuk memperlancar

jalannya peradilan, PERMA telah menunjukkan berbagai peranannya di dalam

*® Nasutionbusyra, “Perbincangan Hukum Pemerintahan dan Sosial Budaya” dalam Menyoal
Perma No 2 Tahun 2012. (05, Maret 2012)



49

memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang
peradilan. Hal ini dapat terlihat dari beberapa putusan hakim yang ternyata
mempergunakan PERMA sebagai dasar di dalam bagian pertimbangan
hukumnya, dalam hal terjadinya kekosongan ataupun kekurangan aturan di
dalam undang-undang hukum acara. Kesemuanya itu dilakukan oleh
Mahkamah Agung sebagai sarana penemuan hukum dan dalam rangka
melakukan penegakan hukum di Indonesia.>’

Akhimya walaupun penuh pro dan kontra keberadaan PERMA No. 02
tahun 2012. sebaiknya sosialisasi terhadap keberadaan PERMA tersebut agar
lebih ditingkatkan dan instansi penegak hukum lainnya seperti Polisi dan
Kejaksaan agar dapat Mesingkronkan di jajaran masing-masing, sehingga
PERMA dapat diterapkan guna keadilan bagi pencari keadilan khususnya
masyarakat tidak mampu, yang terkadang terpaksa melakukan suatu tindak
pidana ringan demi sesuap nasi. Maka secara tidak langsung membantu
penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang peradilan dan sebagai
payung hukum sementara menanti KUHP yang baru atau menanti Perma
tersebut manjadi Undang-Undang tersendiri, sebagaimana pernah disahkannya
Undang-Undang No. 27 tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan

Negara.

3 Nasutionbusyra, “Perbincangan Hukum Pemerintahan dan Sosial Budaya” dalam Menyoal
Perma No 2 Tahun 2012, (05, Maret 2012)
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E. Siyasah Syar‘iyyah

Secara sederhana siyvasah syar‘iyyah  diartikan sebagai ketentuan-
ketentuan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syars‘at. Menurut
Abdul Wahab Khallaf siyasah syar‘iyyah adalah peneglolaan masalah-masalah
umum umat islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya
kemudaratan dari masyarakat islam, dengan tidak bertentangan dengan
ketentuan syar7‘at islam dan prinsip-prinsip umumnya meskipun tidak scjalan
dengan pendapat ulama mujtahid.*

Jika siyasah syar‘iyyah dipandang sebagai salah satu proses yang tidak
pernah selesai. Maka ia senantiasa terlibat dalam pergulatan sosial dan
pergumulan budaya. Nyatanya fakta seperti itu telah, sedang, dan akan berjalan
dalam perjalanan sejarah umat islam. Sejalan dengan pandangan demikian
pemecahan atas berbagai maslah yang terkain dengan ikhwal siyasah syar‘iyyah
lebih bersifat kontekstual, sehingga dengan gejala s{ya—sab syar‘iyyah
menampakkan diri dalam sosok yang beragam sesuai dengan perbedaan waktu
dan tempat.’ 3

Berkenaan dengan kehidupan bernegara A/-Qur’an dalam batas-batas

tertentu. A/-Qur’an hanya memaktubkan tata nilai demikian pula As-sunnah.

52 Abdul Wahhab Khallaf dalam M. Iqbal, Figh Siyasah “kontekstualisasi doktrin politik
islam”, (Jakarta : Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2007),5

53Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim dalam A. Djazuli, Figh Siyasah “Implementasi Kemaslahatan
Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah’(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Cet. 3 2007), 1
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Sebagai contoh nabi tidak menetapkan peraturan secara rinci mengenai prosedur
pergatian kepemimpinan umat dan kualifikasi pemimpin umat.**

Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masalah umum umat
islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka
baik dibidang perundang-undangan, keuangan, masalah dalam dalam negeri
ataupun hubungan internasional.

Menurut Abdurrahman Taj, siyasah syar‘iyyab dirumuskan sebagai
hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, pengorganisasian maslaah
umat sesuai dengan syar7‘at dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya
tujuan kemasyarakatan walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik
didalam A/-Qur’an dan Al-Sunnah®®

Bahansi Merumuskan siyasah syar ‘fyyah adalah pengaturan kemaslahatan
umat manusia sesuai dengan ketentuan syara‘*® Sementara para fugaha’
mendefinisikan siyasah syar‘iyyah sebagai kewenangan penguasa untuk
melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan
melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama walaupun

tidak terdapat dalil-dalil yang khusus untuk itu.*’

54 .
Pvid, 2
55 Abdurrahman Taj, A/- Siyasah al Syari‘ah wa al-figh al- Islam, (Mesir : Matbaah Dar al-

Ta’lif; 1993) dalam M. Iqbal, Figh Siyasah “kontekstualisasi doktrin politik islam’, (Jakarta : Gaya
Media Pratama, Cet. 2, 2007), 10

%¢ Bahansi, Ahmad Fatl, al-sivasah al-jina’iyah £i al-syari‘at al- islam, (Mesir : Maktabah dar

al- ‘Umdah, 1965) dalam M. Iqbal, Figh Siyasah “kontekstualisasi doktrin politik islam”, (Jakarta :
Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2007), 25

7 Abdul Wahhab Khallaf dalam M. Iqbal, Figh Siyasah “kontekstualisasi, 6



52

Dengan beberapa defiinisi-definisi yang telah dikemukakan maka M.
Igbal merumuskan hakikat siyasah syar‘iyyah adalah hal ikhwal yang
berhubungan dengan pegurusan dan pengaturan umat manusia, yang dilakukan
oleh pemegang kekuasaan dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan den
meolak kemudaratan dan tidak boleh bertentangan dengan syar7 ah.>®

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya sumber-
sumber pokok siyasah syar‘iyyah ini adalah wahyu A/-Qur’an dan al-Sunnah.
Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk
menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan
bernegara. Namun karena kedua sumber tersebut terbatas, sedangkan
perkembangan masarakat berjalan dinamis maka sumber atau acuan untuk
menciptakan perundang-undangan juga terdapat pada manusia dan lingkunannya
sendiri. Sumber-sumber ini dapat berupa pendapat para ahli, yurisprudensi, adat
istiadat masyarakat yang bersangkutan, warisan budaya dan pengalaman.s9

Akan tetapi sumber-sumber yang tidak berasal dari wahyu tersebut harus
diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu. Kalau ternyata bertentangan atau
tidak sejalan dengan wahyu, maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak

dapat dikatakan sebagai siyasah syar‘jyyah dan tidak boleh diikuti sebagaimana

sabda Rasulullah SAW yang berbunyi; tidak ada ketaatan kepada makhluk

8 M. Iqbal, Figh Siyasah “kontekstualisasi doktrin politik islam’, (Jakarta : Gaya Media
Pratama, Cet. 2, 2007), 6
% Abdul Wahhab Khallaf dalam M. Igbal, Figh Siyasah “kontekstualisasi, 6
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dalam hal bermaksiat kepada Allah. Sebaliknya kala sesuai dengan semangat
kemaslahatan dan jiwa syari‘ar maka kebijaksanaan dan peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti. Hal

ini sesuai dengan firman Allah QS. A/-Nisa’:
s¥h et b 225 5B aKEs 5 il iyt 1y A 1l 1T Gl il
s i A U U P (TR LR sate i |

(89) gl sy 35 G5 = o35 ally Osials (2570} Jyls o}

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya®

Ayat ini mengisyaratkan bahwa kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya
adalah mutlak. Berdasarkan kata athi‘v yang mendahului kata Allah dan
Rasulnya. Sedangkan kepatuhan kepada Ulu al-amr bersifat relatif sejauh tidak
bertentangan dengan ajaran islam.®!

Lalu untuk mengukur kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang
kekuasaan sesuai dengan semangat syari ‘af, dengan kata lain bagaimana agar
siyasah wad‘iyyah yang bersumber dari manusia dan lingkungannya menjadi
bagian dari siyasah syar‘iyyah maka untuk mengukurnya perlu diperhatikan

prosedur dan subtansi dari kebijakan tersebut. Sedangkan dari segi subtansinya

€ Departemen Pengawasan haji dan wakaf, A/-Qur’an dan Terjemahannya, (Madinah :
Komplek Percetakan Al-Qur’an al gadim al haramain assyarifain Raja Fahd, 1971), 199
6 M. Iqbal, Figh Sivasah “kontekstualisasi, 7
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harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut; sesuai dan tidak bertentangan
dengan syari‘at islam, meletakkan persamaan (a/-musawah) kedudukan manusia
didepan hukum dan pemerintahan, tidak memberatkan masyarakat yang akan
melaksanakan ( ‘adam al-haraj), menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat
(tahqgiq al-‘adalah) dan menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan
(Jalb al-masalih wa daf" al-mafasid).®*

Jika diringkas maka suatu kebijaksanaan politik dalam sebuah negara
dapat menjadi siyasah syar‘iyyah bila sesuai dengan prinsip-prinsip syari ‘at
islam dan menghargai hak-hak manusia yang paling asasi.

Dari uaraian tentang tiga kategori hukum yang berlaku dalam lingkungan
masyarakat islam dapat disimpulkan bahwa syar7‘at merupakan hukum baku
syari‘ (Allah dan Rasulnya) yang bersifat mutlak, universal dan global. Untuk
menjabarkannya secara operasional dalam suatu masyarakat dan masa tertentu,
para ulama mengerahkan segenap kemampuannya melakukan Jjjtihad sehingga
hukum-hukum syar7 ‘at tersebut dapat dilaksanakan oleh umat islam. Inilah yang
kemudian dikenal dengan figh yang mencangkup berbagai aspek kehidupan umat
islam.® Salah satu aspek figh yang dihasilkan oleh para ulama adalah yang
berkaitan dengan masalah politik dan ketatanegaraan (figh siyasah). Oleh karena
figh termasuk produk hukum yang tidak kebal ruang dan waktu maka

keberlakuannya pun sangat tergantung pada kondisi masyarakat setempat dan

$2. Ahmad Sukarja, Piagam Madinah dan UUD 1945, (Jakarta : UI Press, 1995), 12
® M. Igbal, Figh Siyasah “kontekstualisasi, 8
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tidak mengikat mutlak. Diantara pemikiran para ulama tersebut kemudian ada
yang dijadikan sebagai acuan oleh pemerintah diantaranya yang menudian
menjadi siyasah syar‘iyyah.

Antara figh siyasah dan siyasah syar‘iyyah terdapat hubungan yang
sangat erat meskipun diantara keduanya memiliki perbedaan.** Figh siyasah
merupakan bagian dari siyasah syar‘jyyah yang memberikan kontribusi bagi
pembuatan perundang-undangan dalam suatu negara agar sesuai dengan prinsip-
prinsip dasar syar7‘ah. Meskipun tidak semua pandangan pemikir politik islam
yang tertuang dalam figh siyasah harus diterapkan dan dilaksanakan oleh suatu
pemerintahan. Untuk memberi perbedaan antara keduanya dapat diungkapkan
bahwa figh siyasah lebih menjurus pada pemikiran-pemikiran ulama yang
bersifat teoritis sedangkan siyasah syar‘jyyah merupakan hasil keputusan politik
pemegang pemerintahan yang bersifat praktis dan aplikatif dalam menciptakan
kemaslahatan bagi rakyatnya.

Dikemukakan beberapa firman Allah dan sabda nabi yang berkaitan
dengan ikhwal figh siyasah syar‘iyyah , baik langsung maupun tidak langsung.

Selain itu dikutip beberapa pendapat ulama tentang figh siyasah syar‘iyyah .

% M. Igbal, Figh Siyasah “kontekstualisasi, 8
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1. Dasar dari A/-Qur’an al- karim
a. Kemestian mewujudkan persatuan dan kesatuan umat sebagaimana tertuang

dalam A/-Qur’an %

B TR S - . .
o546 184 ofy 5 1 s By

Artinya : Sesungguhnya (agama Tauhid) ini, adalah agama kamu semua,
agama yang satu’’, dan aku adalah Tuhanmu, Maka
bertakwalah kepada-Ku”'% (al-Mu’minun : 52)

A by 1y oSy, Caliy 1lni 16 vy dg Al bl

(£%) &2 !.;Lfdt

Artinya : Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu

berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar

dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah

beserta orang-orang yang sabar”*(Al-anfal : 46)

b. Kemestian bermusyawarah dalam menyelesaikan dan menyelenggarakan
masalah yang bersifat Jj'tzbadljyz;b. Al-Qur’an mengisyaratkan bahwa umat

islam terkait keharusan tersebut untuk mengatasi persoalan®

% A. Djazuli, Figh Siyasah “Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu
Syari’ah’(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Cet. 3 2007), 3

6 L ihat surat Al Anbiya ayat 92

87 Departemen Pengawasan haji dan wakaf, A/-Qur’an dan, 532

% Ibid, 268

YA Djazuli, Figh Siyasah “Implementasi Kemaslahatan , 3
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(YA DSy 9ol wgit &y 35 02 4l 5

Artinya : urusan mereka diputuska dengan musyawarah diantara mereka'®

(Vo4 : Olwe Jy g ;g
Artinya : Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”'

c. Kemestian menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil”

. %% e

196855 OF ol 5 o2as 13g5 @l Jy it p3g OF o8k b &y
oAy Jisdy

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu

menetapkan dengan adil. (An-pisa’ : 38)

d. Kemestian mena’ati Allah dan Rasulullah dan U/ al-amr (pemegang

kekuasaan)”
(09) ,S.w A gbij I 1gaely bt 14l 165 2 gl g
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul

(Nya), dan ulil amri di antara kamu.. (An-nisa’ : 58)"*

" Ibid, 3

' Ibid, 3

2 Djazuli, Figh Siyasah “Implementasi Kemaslahata , 4

3 A. Djazuli, Figh Sivasah “Implementasi Kemasiabatan, 4

" Departemen Pengawasan haji dan wakaf, A/-Qur’an dan, 128
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e. Kemestian mendamaikan konflik antar kelompok dalam masyarakat islam.”
() iz 1o 15l it s 0BG Oy
Artinya : Dan kalav ada dva golongan dari mereka yang beriman itu
berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. (Al-

hujurat : 9)°
f. Kemestian mempertahankan kedaulatan Negara dan larangan melakukan

agresi dan invasi’’

(V& 0y Guiaddt & oy Al Oy 193685 ¥ 55 coih Al s 5 140065
Artinya : Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi
kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang

melampaui batas. (Al-Bagarah : 190)'

g. Kemestian mementingkan perdamaian daripasa permusuhan’
(V) bl font 38 8yl i 5555 5268 1 12 Gy
Artinya : Dan jika mercka condong kepada perdamaian, Maka

condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah.

™ A. Djazuli, Figh Siyasah “Implementasi Kemaslahatan , 4

7 Departemen Pengawasan haji dan wakaf, A/-Qur’an dan, 846
7 A. Djazuli, Figh Siyasah “Implementasi Kemaslahatan, 5

78 Departemen Pengawasan haji dan wakaf, A/-Qur’an dan, 46
™ A. Djazuli, Figh Siyasah “Implementasi Kemaslahatan , 5
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Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha

mengetahui. go(Al-anﬁ'z_l ;61

h. Kemestian meningkatkan kewaspadaan dalam bidang keamanan dan

kenyamanan®'

ﬁfj:\.éj 5.1“ 5:\3« 4 0}.&33 J—’!J‘ .bb) 9 0_}3 ‘,o P—!h—-d‘ w ‘..45 lj.\.&‘}

o

(1 .) ", ;'li.f. ;ﬂ (;-;‘;3?3 °

Artinya : Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang
kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang
(vang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan
musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak
mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu
natkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup
kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).¥* (Al-anfal :
61)

i. Keharusan menepati janji83

Sl plas 385 sy ks WY 15%ad55 Y 2BARE 13 a1 g 15305

(A1) blaks b pla v &y s

Artinya : Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji
dan janganiah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu,

80 Departemen Pengawasan haji dan wakaf, A/-Qur’an dan, 231
A Djazuli, Figh Siyasah “Implementasi Kemaslahatan, 5

82 Departemen Pengawasan haji dan wakaf, A/-Qur’an dan, 231
B A, Djazuli, Figh Siyasah “Implementasi Kemasiahatan, 5
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sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah
sebagai  saksimu  (terhadap  sumpah-sumpahmu  itu).
Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat®
(An-Nabhl : 91)

Keharusan mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa®

8T by \ghyad icds Ggad oSudasg Ty 85 2 a8z 6 i @l g
(V) 5o el il by 280 ol
Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa
-bangsa dan bersuku-sukv supaya kamu saling kenal-mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah
ialah orang yang paling tagwa diantara kamu. Sesungguhnya

Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal *® (Al-Hujurat : 13)

. Kemestian peredaran harta pada seluruh lapisan masyarakat®’
) r:<- sl 52 g5 5685 Y 3
Artinya : supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja
di antara kamv.* (Al-Hasyr : 7)
Keharusan mengikuti perinsip-prinsip hukum dalam hal ini antara lain
menyedikitkan beban, berangsur-angsur dan tidak menyulitkan89

. Keharusan melaksanakan hukum secara luwes’®

8 Departemen Pengawasan haji dan wakaf, A/-Qur’an dan, 415-416
8 A. Djazuli, Figh Siyasah “Implementasi Kemaslahatan , 6

% Departemen Pengawasan haji dan wakaf, A/-Qur’an dan, 847

% A. Djazuli, Figh Sivasah “Implementasi Kemaslahatan , 6

88 Departemen Pengawasan haji dan wakaf, A/-Qur’an dan, 916

% A. Djazuli, Figh Siyasah “Implementasi Kemaslahatan , 6

% Ibid, 6
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Nilai dasar ini terlihat dari keberadaan peraturan rukhsah, yaitu kekecualian
dari hukum asal, dalam A/-Qur’an. Aturan tersebut berlaku karena adanya
situasi dan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan
hukum asal. Sebagai contoh, bagi orang yang sakit dan melakukan
perjalanan diperbolehkan membatalkan kewajiban puasa degan kewajiban
meng-gada-nya. Demikian pula dalam kewajiban dan larangan lain semisal
Jama’ dan salat. Dalam aturan rukhsah tersebut tersirat semangat mengenai
keharusan untuk senantiasa memerhatikan dan memperhitungkan situasi dan
kondisi yang dihadapi dalam menerapkan hukum.
2. Dasar dari A/-sunnah
Dalam kaitannya dengan sunnah maka perlu diketahui bahwa ada
beberapa nilai-nilai dasar figh siyasah syar‘iyyah antara lain, Keharusan
mengangkat pemimpin, kemestian pemimpin bertanggung jawab atas
kepemimpinannya, kemestian menjadikan kecintaan dalam persaudaraan
sebagai dasar hubungan antara pemimpin dan pengikut, kemestian pemimpin
berfungsi sebagai perisai, tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyerang,
tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk berlindung, kemestian pemimpin untuk
berlaku adil dan dengan itu kemuliaannya tidak hanya dihormati manusia dalam

kehidupan dunia tetapi juga dihormati Allah dalam kehidupan akhirat.’!

*' A. Djazuli, Figh Siyasah “Implementasi Kemaslahatan , 6-8
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Selain nilai-nilai dasar diatas, terhadap sumnaf yang berhubungan
dengan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian szya.sab syar‘jyyah . Misalnya
upaya Rasulullah SAW mempersatukan antara golongan muhajirin dan anshar,
melakukan perjanjian dengan kelompok non muslim, melakukan kontrak
bersenjata dengan kelompok musyrikin dan sebagainya. Keberhasilan
Rasulullah SAW ditentukan oleh kemampuan memperhatikan dan
memperhitungkan proses dan perubahan kondisi dan situasi. Misalnya
keputusannya mengenai ziarah kubur. Pada mulanya Rasu/ullah SAW melarang
berziarah kekuburan, tapi kemudian mencabutnya. Larangan ini didasarka
pertimbangan kondisi keimanan umatnya yang saat itu masih lemah schingga
ziarah kekuburan akan membawa kepada kemusyrikan. Akan tetapi ketika
menurut pengamatannya kondisi keimanan umatnya sudah kuat dan ziarah
kekuburan tidak akan menggoyahkan, tetapi justru menguatkan keimanan
umatnya, maka ziarah kubur dibolehkan. Kenyataa seperti itu tampak dari

sabdanya

25815 o8 @S S 1 Mg ade A Jgmy JB :J6 ae dl ) By 8
(s 19y) 3,501,505 Lgih Lagy 30

Artinya : Dari Abu Buraidah, telah bersabda Rasulullah SAW; dahulu aku

melarang kamu berziarah ke kuburan. Sekarang silahkan ziarah

%2 A. Djazuli, Figh Siyasah “Implementasi Kemaslahatan , 9
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kekuburan karena ziarah ke kuburan mengingatkan kamu kepada

kampong akhirat”®

Dari uraian diatas tersirat mengenai kemestian pemimpin untuk
senantiasa memperhatikan nilai-nilai /abiyyah sekaligus realitas insaniyyah.
Dengan demikian keputusannya yang bersifat arif adalah sebuah kunci
kesuksesan seorang pemimpin.

3. Dasar dari Pendapat Ulama

Kebanyakan ulama sepakat mengenai kemestian menyelenggarakan
siyasah. Dalam pada itu mereka pun tentang menyelenggarakan siyasah yang
berkaitan dengan syara‘ Kesepakatan tersebut terangkum dalam pernyataan

Ibn al- Qayyim :**

Skt LR ARSI

Artinya : tidak ada siyasah kecuvali yang sesuvai dengan syara‘

Akan tetapi pernyataan yang demikian itu tidak statis dan berhenti
semata. Ada banyak masalah lain yang kontraversial dan memerlukan
pernggalian hukum lebih banyak lagi, dan itu merupakan tugas para mujtahid
untuk menyelesaikan masalah terkait. Karena kesepakatan terakhir tersebut

menimbulkan sebuah pertanyaan baru yakni apakah kemestian siyasah

% HR. Muslim
* Ibn Qayyim al-Jauziyah, /*/am al-Muwaqqi‘in an Rabbil ‘alamin, dalam A. Djazuli, Figh
Sryasah “Implementasi Kemasiahatan, 9
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syar‘[yyah sesuai dengan syara‘berarti harus sesuai dengan mantug-nya syara’,
atau berarti kewajiban menyelenggarakan siyasah syar‘jyyah secara mathum-
nyasyara’“.

Dalam mengatasi masalah tersebut, maka harus ada penyesuaian
penyelenggaraan siyasah syar‘iyyah dengan dalil-dalil yang tersurat dalam
syara‘ secara mantug, namun jika tidak terpenuhi maka ada kemestian untuk
menyelenggarakan siyasah syar'iyyah secara mathum.®

Pernyataan bahwa penyelenggaraan siyasah syar‘fyyah harus sesuai
dengan syara‘semata nyatanya kurang begitu realistis meskipun itu merupakan
sebuah kebutuhan yang bersifat fundamental. Dalam sejarah perkembangan
siyasah syar‘jyyah itu sendiri, banyak dari kalangan mujtahid yang kerap kali
melakukan beberapa kali ijt/had termasuk diantaranya para sahabat nabi.

Untuk kepentingan itu, Abu Ishak al-Syatibi’® mengusulkan tteori
magqasid al-Syari‘ah schubungan dengan siyasah syar‘iyyah. Baginya siyasah
tidak hanya bertumpu kepada magasid al-syari‘ah-nya tetapi juga bertumpu
pada wasail-nya semisal saz al Zari‘at dan fat al Zari‘at yang ditempuh dalam

pelaksanaannya.

%A Djazuli, Figh Siyasah “Implementasi Kemasiahatan, 9
% Abu Ishal al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah dalam A. Djazuli, Figh Siyasah
“Implementasi Kemaslahatan , 10
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Bertolak dari pernyataan al-Ghazali dunia merupakan lading bagi akhirat
maka agama tidak sempurma kecuali dengan dunia. Kekuasaan dan agama
bersaudara kembar. Agama merupakan asal tujuan sedangkan sultan

merupakan penjaga.’’

%7 Al-Ghazali dalam A. Djazuli, Figh Siyasah “Implementasi Kemaslahatan, 11
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BAB I

TEMUAN STUDI TENTANG PENYELESAIAN KASUS TINDAK
PIDANA RINGAN MENURUT PERMA NO. 02 TAHUN 2012
TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN
DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP DAN S/YASAH

SYARIYYAH

A. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Menurut PERMA No. 02 Tahun 2012

1. Teknik Sidang Tindak Pidana Ringan Menurut KUHAP

Berdasarkan Kitab Hukum Acara Pidana Pasal 205-210 yang mengatur

mengenai perkara yang diperiksa dengan acara ringan sebagai berikut :

Pasal 205 KUHAP :!

1y

2)

3)

Yang diperiksa menurut pemeriksaan tindak pidana ringan ialah
perkara yang diancam dengan pidana penjara kurungan paling lama
tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus
rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf
2 Bagian ini.

Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , penyelidik atas
kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara
pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang
bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan
terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan
kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.

Pasal 206
Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujub hari untuk mengadili
perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

Pasal 207°

! Pasal 205-210 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata/Undang-Undang No. 08

Tahun 1981

2 Ibid
3 bid
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Ayat | :

a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa
tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang
pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik,
selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan

b. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang
diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.

Ayat 2 :

a. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat
dalam buku register semua perkara yang diterimanya.

b. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur
atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal,
agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan
kepadanya.

Pasal 208"
Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan
sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu.

Pasal 209°
1) Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan
selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta
ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera.
2) Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam
pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita
acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.

Pasal 210°

Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga bab ini
tetap berlaku sepanjang perantaraan itu tidak bertentangan dengan Paragraf
ini.

* Pasal 205-210 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata/Undang-Undang No. 08
Tahun 1981

* bid

$ Ibid



68

2. Teknik Sidang Perkara Tipiring

a.

Hakim menyatakan sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum
(kecuali untuk perkara kesulisaan dan anak-anak sebagai Terdakwa maka
harus dinyatakan tertutup untuk umum)

Kemudian Terdakwa dipanggil masuk, lalu diperiksa identitasnya;
Beritahukan atau Jelaskan perbuatan pidana yang didakwakan kepada
terdakwa dan pasal undang- undang yang dilanggarnya; ( Liat surat/uraian
dakwaan dari Penyidik)

Hakim menayakan apakah terdakwa ada Keberatan terhadap dakwaan
maksudnya menyangkal atau tidak terhadap dakwaan tersebut, jika ada
putuskan keberatan tersebut apakah diterima atau ditolak dengan
pertimbangan misalnya:”... oleh karena keberatan terdakwa tersebut
sudah menyangkut pembuktian, maka keberatannya ditolak dan sidang
dilanjutkan dengan pembuktian...”

Terdakwa disuruh pindah duduk, dan dilanjutkan dengan memeriksa saksi-
saksi; Jika Hakim memandang perlu ( misal, karena terdakwa mungkir),
maka sebaiknya saksi disumpah; Penyumpahan dapat dilakukan sebelum
atau pun sesudah saksi memberikan keterangan.

Hakim memperlihatkan barang bukti ( jika ada ) kepada saksi dan

terdakwa dan kemudian dilanjutkan dengan Pemeriksaan terdakwa
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g. sesudah selesai, hakim memberitahukan ancaman pidana atas tindak
pidana yang didakwakan kepada terdakwa; ( hal ini dilakukan karena tidak
ada acara Requisitoir Penuntut Umum)

h. harus memberi kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan pembelaan (
atau permintaan) sebelum menjatuhkan putusan.

i. Hakim menjatuhkan putusannya. Jika terbukti bersalah, rumusannya tetap
berbunyi: “ ...terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana...”. Jika dihukum denda, maka jangan lupa mencantumkan
subsidernya atau hukuman pengganti denda ( bentuknya pidana kurungan)

Perlu diperhatikan bahwa Perkara Penyerobotan tanah sebagaimana

diatur dalam UU No. 1/Prp. Tahun 1960 termasuk perkara tipiring.
Hendaknya berhati-hati dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini karena
banyak menyangkut aspek perdata. Hakim pidana tidak dibenarkan
memutuskan  status  kepemilikan tanah maupun  memerintahkan
penyerahannya kepada seseorang di dalam amar putusan pidana, karena
mengenai untuk menyangkut kepemilikan dapat diajukan suatu gugatan
perdata.

. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan Dalam PERMA No. 02 Tahun

2012

PERMA No. 02 Tahun 2012 adalah suatu revolusi besar dalam wilayah

hukum pidana. Terlepas dari kontroversi yang terjadi di masyarakat Indonesia,
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PERMA tersebut sedikit tidaknya adalah upaya baik pemerintaha untuk
menegakkan keadilan di masyarakat. Pada tanggal 27 februari 2012 PERMA
tersebut resmi ditandatangani oleh ketua Mahkamah Agung, Harifin A.
Tumpa.

Terkait tindak pidana ringan, PERMA tersebut masih sangat baru
diwilayah pengadilan negeri. Oleh karena itu data yang terkait putusan hakim
tentang tipiring masih sangat jarang dijumpai.

Dalam penjelasan umum diterangkan Bahwa banyaknya perkara-
perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di
pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya
menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam
dengan ancaman hukumaﬁ 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362
KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

Banyaknya perkara-perkara tersebut yang masuk ke pengadilan juga
telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi
persepsi publik terhadap pengadilan. Umumnya masyarakat tidak memahami
bagaimana proses jalannya perkara pidana sampai bisa masuk ke pengadilan,
pihak-pihak mana saja yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan, dan
masyarakat pun umumnya hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara
pidana hanya pada saat perkara tersebut di sidangkan di pengadilan. Dan oleh

karena sudah sampai tahap persidangan di pengadilan sorotan masyarakat
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kemudian hanya tertuju ke pengadilan dan menuntut agar pengadilan
mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.7

Dinyatakan pula bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian ringan
sangatlah tidak tepat di dakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang
ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun. Perkara-perkara pencurian
ringan secharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan (/ichte
misdrijven) yang mana scharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364
KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda
paling banyak Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).® Jadi, jika perkara-
perkara tersebut didakwa dengan Pasal 364 KUHP tersebut maka tentunya
berdasarkan KUHAP para tersangka atau terdakwa perkara-perkara tersebut
tidak dapat dikenakan penahanan.

Pasal 21 KUHAP yang berbunyi :°

1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap
seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak
pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang
menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan
melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau
mengulangi tindak pidana.

2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau
penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan
surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan
identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan

” Dikutip dari Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2012
Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

® Dikutip dari Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2012
Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

? Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata/Undang-Undang No. 08 Tahun 1981
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serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau
didakwakan serta tempat ia ditahan.

3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau
penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus
diberikan kepada keluarganya.

4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau
terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun
pembenian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau
lebih; v

b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3),
Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat
(1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal
455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie
(pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah
dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan
Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang
Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor
8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan
Pasal 48 Undangundang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambdhan Lembaran
Negara Nomor 3086)

Berdasarkan pasal 21 KUHAP diatas maka pemeriksaan di pengadilan
yang digunakan haruslah Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh
hakim tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. Selain itu
berdasarkan Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No.3
Tahun 2009 perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi karena

ancaman hukumannya di bawah 1 tahun penjara.'®

1 Dikutip dari Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2012
Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
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Mahkamah Agung memahami bahwa mengapa Penuntut Umum saat
ini mendakwa para terdakwa dalam perkara-perkara tersebut dengan
menggunakan Pasal 362 KUHP, oleh karena batasan pencurian ringan yang
diatur dalam Pasal 364 KUHP saat ini adalah barang atau uang yang nilainya
di bawah Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Nilai tersebut tentunya
sudahﬁtidak sesuai lagi saat ini, sudah hampir tidak ada barang yang nilainya
di bawah Rp 250,00 tersebut. Bahwa angka Rp 250,00 tersebut merupakan
angka yang ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR pada tahun 1960,melalui
Perpu No.16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang
melalui UU No.l Tahun 1961 tentang Pengesahan Semua Undang-Undang
Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang. "'

Dan untuk mengefektifkan kembali Pasal 364 KUHP, sehingga
permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkara-perkara yang saat ini
menjadi perhatian masyarakat tersebut Pemerintah dan DPR perlu melakukan
perubahan atas KUHP, khususnya terhadap seluruh nilai rupiah yang ada
dalam KUHP. Namun mengingat sepertinya hal tersebut belum menjadi
prioritas Pemerintah dan DPR, selain itu proses perubahan KUHP oleh

Pemerintah dan DPR akan memakan waktu yang cukup lama, walaupun

"' Dikutip dari Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2012
Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
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khusus untuk substansi ini sebenarnya mudah, untuk itu Mahkamah Agung
memandang perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung ini untuk
menyesuaikan nilai uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan, baik
yang diatur dalam Pasal 364 KUHP maupun pasalpasal lainnya, yaitu Pasal
373 (penggelapan ringan), pasal 379 (penipuan ringan), pasal 384 (penipuan
ringan oleh penjual), pasal 407 ayat (1) (perusakan ringan) dan pasal 482
(penadahan ringan).

Dijelaskan dalam penjelasan umum PERMA No. 02 Tahun 2012 :'2

Bahwa untuk melakukan penyesuaian nilai rupiah tersebut Mahkamah Agung
berpedoman pada harga emas yang berlaku pada sekitar tahun 1960 tersebut.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Museum Bank Indonesia diperoleh
informasi bahwa pada tahun 1959 harga emas murni per 1 kilogramnya = Rp
50.510,80 (lima puluh ribu lima ratus sepuluh koma delapan puluh rupiah)
atau setara dengan Rp 50, 51 per gramnya. Sementara itu harga emas per 3
Februari 2012 adalah Rp 509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah) per
gramnya. Berdasarkan hal itu maka dengan demikian perbandingan antara
nilai emas pada tahun 1960 dengan 2012 adalah 10.077 (sepuluh ribu tujuh
puluh tujuh) kali lipat. Bahwa dengan demikian batasan nilai barang yang
diatur dalam pasal-pasal pidana ringan tersebut di atas perlu disesuaikan
dengan kenaikan tersebut. Bahwa untuk mempermudah perhitungan
Mahkamah Agung menetapkan kenaikan nilai rupiah tersebut tidak dikalikan
10.077 namun cukup 10.000 kali.

Sejalan dengan penyesuaian nilai uang yang diatur dalam pasal-pasal
pidana ringan, Mahkamah Agung merasa perlu juga untuk sekaligus
menyesuaikan seluruh nilal rupiah yang ada dalam KUHP yang ditetapkan

pada tahun 1960. Mengingat selain Perpu No.l6 Tahun 1960 tersebut

12 Dikutip dari Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2012
Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
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Pemerintah pada tahun yang sama juga telah menyesuaikan besaran denda
yang diatur di seluruh pasal-pasal pidana yang ada di KUHP yang dapat
dijatuhkan pidana denda, yaitu melalui Perpu No.18 Tahun 1960 tentang
Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana dan Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum
17 Agustus 1945, maka penyesuaian nilai uang tersebut berlaku juga untuk
seluruh ketentuan pidana denda yang ada dalam KUHP, kecuali pasal 303 dan
303 Bis KUHP oleh karena ancaman pidana kedua pasal tersebut telah diubah
pada tahun 1974 melalui UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Judi.
Khusus untuk kedua pasal ini akan dilakukan perhitungan secara tersendiri
bilamana dipandang perlu."

Dengan dilakukannya penyesuaian seluruh nilai uang yang ada dalam
KUHP baik terhadap pasal-pasal tindak pidana ringan maupun terhadap denda
diharapkan kepada seluruh Pengadilan untuk memperhatikan implikasi
terhadap penyesuaian ini dan sejauh mungkin mensosialisasikan hal ini kepada
Kejaksaan Negeri yang ada di wilayahnya agar apabila terdapat perkara-
perkara pencurian ringan maupun tindak pidana ringan lainnya tidak lagi
mengajukan dakwaan dengan menggunakan pasai 362, 372, 378, 383, 406,
maupun 480 KUHP namun pasal-pasal yang sesuai dengan mengacu pada

Peraturan Mahkamah Agung ini.

13 Dikutip dari Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2012
Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
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B. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan Menurut Siyasah Syar’iyah

Penyelesaian kasus tindak pidana ringan dalam kaitannya dengan
beberapa pasal yang disebutkan dalam Pasal | PERMA No. 02 Tahun 2012
tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan daam KUHP", dalam
perspektif siyasah Syar‘iyyah masuk kepada golongan kemaksiatan-
kemaksiatan yang tidak ada hukuman tertentu.'

Menurut pandangan siyasah Syar‘iyyah, mencuri yang tidak sampai
pada satu nisab, berhianat terhadap amanat, penipuan ringan, mengurangi
takaran atau timbangan, maka bentuk hukumannya merupakan hukuman yang
bersifat hukuman mendidik sampai jera tergantung banyaknya kemaksiatan
yang dilakukan.'®

Batas minimal dari hukuman ini tidak ada karena sangat tergantung
kepada apa yang diperbuat dan diucapkan. Maka menurut Ibnu Taimiyah,
mungkin pelaku tersebut dapat dihukum dengan dinasihati atau dijelek-
jelekkan perbuatan salahnya atau dengan membesar-besarkan masalahnya.
Mungkin juga dengan mengusirnya dan tidak diajak salam ketika bertemu

apabila itu merupakan mas/ahat demi kesadarannya.'’

"4 Kata-kata “dua ratus lima pulub rupiah”dalam pasal 364, 373, 379, 384 dan pasal 482
KUHP dibaca menjadi Rp. 2. 500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

' Ibnu Taimiyah, A/-Siyasah al-syar‘iyyah fi al-islahi al-ra‘i wa al-ra‘iyyah, Penerjemah :
Rofi’ Munawwar, Penerbit asli : Kairo, Daar al Kitaby Araby, cet. Il 1951. Siyvasah Syar‘iyyah,
“Etika Politik Islam’, (Surabaya : Risalah Gusti, Cet. II, 1999) h. 106

'8 Ibid, 107

" Ibnu Taimiyah, Al-Sivasah al-syar‘iyyah £ al-Islahl, 107
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Pencurian dan penggelapan

Pencurian menurut Mahmud Syaltut adalah mengambil harta orang
lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak
dipercayai menjaga barang tersebut. Definisi tersebut secara jelas
mengeluarkan  perbuatan menggelapkan harta orang lain yang

8 Oleh karena itu

dipercayakan kepadanya dari kategori pencurian.
penggelapan harta orang lain tidak dianggap sebagai Jarimah pencurian
yang dikenai sanksi potong tangan.

H.A Djazuli membedakan antara pencurian dan penggelapan
sebagai berikut :'°

Pertama, dilihat dari segi hukuman. Pencurian dikenai hukuman
had potong tangan, sedangkan penggelapan dikenai hukuman f2’zir dan
menjadi wewenang hakim dalam penjatuhan hukuman tersebut.

Kedua, dilihat dari segi pelaksanaan pengambilan harta tersebut.
Pada pencurian pengambilan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan
tanpa sepengetahuan pemiliknya. Sedangkan pada kasus penggelapan
dilakukan dengan terang-terangan.

Ibn Taimiyah dalam kitabnya yang berjudul Siyasah Syar‘iyyah

20 «

mengatakan bahwa :“° “seorang pencuri yang dipotong tangannya itu

:; Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung : CV. Pustaka Setia, cet. 2, 2000), 83
Ibid, 83
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harus memenuhi nisab (batas minimal harta yang dicuri), yakni
seperempat dinar atau tiga dirham menurut jumhur ulama dari ulama
hijaz, ahlul hadis lainnya seperti Imam Malik, Syafi‘i dan Ahmad.
Sebagian ulama lain ada yang mengatakan bahwa nisab-nya adalah satu
dinar atau sepuluh dirham. Maka barang siapa yang mencuri sebanyak itu
semuanya sepakat untuk dipotong tangannya. Dalam riwayat”

Tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dengan tiga macam
alat bukti, yaitu dengan saksi, pengakuan dan sumpah.
1) Dengan saksi

Saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana
pencurian minimal dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dua orang
perempuan. Apbila saksi kurang dari dua orang maka pencuri tidak
dikenai hukuman. Syarat-syarat saksi dalam tindak pidana pencurian ini
pada umumnya sama dengan syarat-syarat saksi dalam Jarimah zina.

Imam abu Hanifah menambah persyaratan, yaitu bahwa
persaksian tersebut belum kadaluarsa. Namun demikian, hal itu tidak
menghalangi pengembalian barang yang dicuri atau harganya. Akan

tetapi, ulama-ulama yang lain tidak mengakui syarat kadaluarsa ini.

2 Ibnu Taimiyah, Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah Tentang : Amr Ma‘raf dan nahi munkar,
siyasah syar‘iyyah, jihad fi sabilillah, penerjemah : Ahmad Syaikhu, Judul Asli : majmu‘at al-fatawa,
(Jakarta : Darul Haq, 2005), 365
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Dengan demikian menurut mereka (selain hanafiyah) persaksian tetap
diterima baik kadaluarsa maupun tidak.?!
2) Dengan Pengakuan

Pengakuan merupakan salah satu alat bukti untuk tindak pidana
pencurian. Menurut Zhahiriyah, pengakuan cukup dinyatakan satu kali
dan tidak perlu diulang-ulang. Demikian pula pendapat Imam Malik,
Imam abu Hanifah dasn Imam Syafi’i. akan tetapi Imam Abu Yusuf,
Imam Ahmad, dan Syi’ah Zaidiyah berpendapat bahwa pengakuan harus
dinyatakan sebanyak dua kali.?
3) Dengan Sumpah

Dalam Syafi’iyah berkembang suatu pendapat bahwa pencurian
juga bisa dibuktikan dengan sumpah yang diken'lbalikan. Apbila dalam
suatu peristiwa pencurian tidak ada saksi dan tersangka tidak mengakui
perbuatannya maka korban (pemilik barang) dapat meminta kepadanya
untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan pencurian. Apabila tersangka
enggan bersumpah maka sumpah dikemballikan kepada penuntut (pemilik

barang).

' *Ala Ad-Din Al Kasani. Kitab Bada’i Ash-Shana’i Juz VII. (Beirut : Dar Al-Fikr,1996),
120

2 Abdul Qadir Audah, I, At Tasyri’ Al Jina’i Al Islami. (Beirut : Darul kitab Al- Arabi,
Tanpa tahun), 615-616
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Pendapat kuat dikalangan syafi’iyah dan ulama-ulama yang lain
tidak menggunakan sumpah yang dikembalikan sebagai alat bukti untuk
tindak pidana pencurian.?

2. Penipuan Rigan

Menurut Abdurrahman Al-Malikiy, dalam kitab karangannya yang
berjudul nizam al-uqubat dijelaskan bahwasanya tindak pidana ringan itu
masuk terhadap kategori pelanggaran terhadap harta. Dalam KUHP telah
dijelaskan bahwasanya yang termasuk jenis-jenis tindak pidana ringan
adalah penggelapan ringan, pencurian dalam pasal 364 KUHP, penipuan
ringan, penipuan ringan oleh penjual, perusakan ringan dan penadahan
ringan.

Selanjutnya menurut Al-Maliky, ada banyak jenis penipuan seperti
penipuan yang dilakukan dengan cara mendorog atau membujuk orang lain
agar dirinya menyerahkan harta yang bergerak maupun yang tidak
bergerak atau jaminan yang mengandung perjanjian atau surat
pembebasan utang.** Penipuan ringan masuk kepada kategori penipuan
dan jenis-jenis penipuan.

Sementara untuk sanksi atau hukumannya dibedakan tergantung

jenis berat dan ringannya penipuan tersebut. Seperti penipuan terhadap

surat, harta bergerak dan tidak bergerak dihukum dengan lama hukuman

23 .
Ibid, 617
# Abdurahman Al-Maliky, Sistem Sanksi Dalam Islam, penerjemah : Syamsuddin
Ramadhan, judul asli : MNizam al-Uqubat (Pustaka Thariqul Izzah, Cet. 1 2002), 298
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lima tahun penjara dan fa’zir jilid.>* Setiap orang yang memberikan cek
kosong dengan niat buruk atau kas neracanya lebih sedikit dari nilai cek
atau ditarik lagi setelah pemberian cek, seluruh kas neracanya atau
sebagainya hingga tinggal sisanya yang tidak mencukupi nilai cek maka
pelakunya akan dikenakan sanksi jilid dan penjara hingga dua tahun
termasuk membayar denda kepada qadi.2 ¢

Begitu juga dengan pemalsuan tanda tangan pada surat berharga,
atau memalsukan surat berharga maka dikenai sanksi jilid dan penjara
hingga dua tahun. Dan setiap orang yang membujuk orang lain agar
menyerahkan barang dengan hak memanfaatkan atau untuk waktu tertentu
sedangkan ia tidak berniat untuk mengembalikan nilai barang tersebut
maka pelakunya dikenai penjara hingga satu tahun.”’

3. Penipuan Dalam Muamalat (Penipuan Ringan Oleh Penjual)

Setiap orang yang menggunakan atau memiliki takaran, timbangan.
Atau alat ukur yang tidak ditetapkan oleh negara atau tidak diketahui oleh
negara atau melakukan penakaran, pengukuran dan penimbangan dengan
jalan curang, maka ia dikenakan sanksi penmjara hingga enam bulan.?®
Begitu juga dengan setiap orang yang menipu orang lain dengan jalan

melakukan perjanjian tertentu mengenai kesepakan sifat suatu barang,

? Ibid, 298
2 Ibid, 298
27 Abdurrahman Al-Maliky, Sistem Sanksi Dalam, 298
2 bid, 230
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susunan atau jumlah dari unsur-unsur lain yang bermanfaat didalam
barang dikenakan sanksi penjara mulai satu bulan hingga satu tahun.?
4. Penghianatan Terhadap Amanah Harta
Setiap orang yang diberi amanah berupa harta, atau diberi
kepercayaan memegang harta kemudian ia menghianati amanah harta
tersebut maka pelakunya akan dekenakan sanksi jilid dan dipenjara sampai
lima tahun. Dan bagi setiap orang yang memerintahkan dengan sengaja
untuk menyembunyikan, mencopet, memusnahkan, melenyapkan .atau
merobek surat jaminan yang mengandung perjanjian atau surat
pembebasan utang atau surat-surat berharga atau jaminan-jaminan, maka
ia akan dikenakan sanksi penjara hingga dua tahun.*
5. Penadahan Ringan
Setiap orang yang membeli barang-barang hasil curian,
penjambretan, pencopetan, perampasan, sedangkan ia mengetahui hal itu
maka ia dikenai sanksi penjara mulai tiga bulan sampai dua tahun. Dan ia
harus mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya dan menanggung
ganti ruginya jika barang tersebut rusak. Perhitungannya ditetapkan
berdasarkan manfaatnya tatkala barang tersebut memiliki manfaat.
Demikian pula siapa saja yang menginapkan atau menyembunyikan

pencuri, pencopet dan perampas sedangkan ia mengetahuinya maka ia

» Ibid, 230
% Abdurrahman Al-Maliky, Sistem Sanksi Dalam, 298
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dikenakan sanksi serupa. Dan setiap orang yang menyembunyikan hasil
curian, pencopetan, penjambretan atau perampasan sedangkan ia
mengetahui dengan tujuan untuk memilikinya, menyembunyikannya atau
dengan niatan yang lain maka ia harus dikenakan sanksi penjara dari mulai

enam bulan sampai lima tahun.*’

C. Pandangan Siyasah syar’iyyah terhadap PERMA No. 02 Tahun 2012

Seperti yang telah dijelaskan pada BAB II bahwa siyasah syar‘iyyah
adalah peraturan yang bersifat praktis aplikatif yang ditujukan untuk
kemaslahatan umat.

Kaitannya dengan PERMA No. 02 Tahun 2012, dalam perspektif siyasah
syar‘iyyah hal itu merupakan produk hukum yang pasti terjadi sesuai dengan
kondisi umat. Negara hukum adalah sebuah konsep yang bersifat umum dan
dapat dihubungkan dengan berbagai predikat lainnya. Secara sederhana negara
hukum berarti negara yang menegakkan supremasi hukum dan pelaksanaan
pemerintahannya, bukan supremasi kekuasaan. Dalam negara hukum pemerintah
tidak bisa bertindak menurut kehendak dan kemauannya saja karena segala
tindak tanduk dan kebijaksanaan politiknya dibatasi oleh peraturan perundang-

undangan.*?

3! Ibid, 296-297
32 M, Iqbal, Figh Siyasah “kontekstualisasi doktrin politik islam”, (Jakarta : Graha Media
Pratama, cet. 2 September 2007), 197
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Berangkat dari prinsip melaksanakan hukum secara luwes, maka Siyasah
syar’iyyah juga berpedoman bahwa untuk menegakkan supremasi hukum tidak
harus meninggalkan prinsip rukhsah yang juga kerap kali dilakukan oleh
Rasulullah SAW dan para sahabatnya.

Sebagai sumber ajaran islam A/-Qur’an dan al-sunnah tidak mengatur
secar eksplisit bagaimana nomokrasi islam harus dijalankan oleh negara. Islam
hanya mengatur prinsip-prinsip umum saja. Menurut Thahir Azhary prinsip-
prinsip nomokrasi islam tersebut adalah kekuasaan sebagai amanah,
musyawarah, keadilan, perlindungan terhadap HAM, peradilan yang bebas,
perdamaian, kesejahteraan dan ketaatan rakyat kepada pemerintah.>

Dalam Siyasah syar‘fyyah ada sebuah prinsip yang erat kaitannya dengan
PERMA No. 02 Tahun 2012, yaitu prinsip penegakan keadilan. Sangat banyak
ayat yang menegaskan pentingnya penegakan keadilan dalam masyarakat.
Bahkan untuk menjelaskan ini Allah tidak hanya menggunakan kata a/- ‘ad/ saja,
tetapi juga kata a/-mizan, al-gist dan al-wasat. Ini menunjukkan bahwa keadilan
merupakan sesuatu yang harus senantiasa diperjuangkan dan diperjuangkan
dalam masyarakat. Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam kehidupan
manusia. Selama keadilan dapat dapat ditegakkan dengan baik, maka

keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga.>*

% Thahir Azhary dalam M. Iqbal, Figh Siyasah “kontekstuvalisasi doktrin, 204
M. Iqbal, Figh Siyasah “kontekstualisasi doktrin, 205
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Sebaliknya jika keadilan sudah tidak dapat ditegakkan maka
keseimbangan sudah tidak dapat tercapai dan tatanan kehidupan mengalami
goncangan.® Oleh karena itu kaitannya terhadap PERMA No. 02 Tahun 2012
sangat terlihat dalam penjelasan umumnya yang berbunyi : *®
Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil kini
yang diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat
umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut
diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam
pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang
dicurinya.

Diantara ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk menegakkan

keadilan adalah :
QS. A/- Nisa“: 105
Goat ptdd (85 A B5f Gy i o 1834 By ol ady i ¢
(1+9)
Artinya : Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan
membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia
dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah

kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena

(membela) orang-orang yang khianat.”’

3 M. Igbal, Figh Siyasah “kontekstualisasi doktrin, 205

3 Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun
2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

3 Departemen Pengawasan haji dan wakaf, A/-Qur’an dan Terjemahannya, (Madinah :
Komplek Percetakan Al-Qur’an al qadim al haramain assyarifain Raja Fahd, 1971), 139
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Ayat ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan berhubungan dengan
pencurian yang dilakukan Thu'mah dan ia Menyembunyikan barang curian itu di
rumah seorang Yahudi. Thu'mah tidak mengakui perbuatannya itu malah
menuduh bahwa yang mencuri barang itu orang Yahudi. hal ini diajukan oleh
kerabat-kerabat Thu'mah kepada Nabi s.a.w. dan mereka meminta agar Nabi
membela Thu'mah dan menghukum orang-orang Yahudi, Kendatipun mereka
tahu bahwa yang mencuri barang itu ialah Thu'mah, Nabi sendiri Hampir-hampir
membenarkan tuduhan Thu'mah dan kerabatnya itu terhadap orang Yahudi.?®

Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip persamaan antara sesama
manusia manusia. Islam tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan warna
kulit, suku bangsa, bahasa dan ras tetapi berdasarkan ketakwaannya kepada
Allah.*

QS. Al-Hujurat : 13
K o831 by 1ghyad Judy G pdidass S 95 1 28 Gy sl il g

(V¥ 5 ot il By 280 A

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang
laki-lski dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah
ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui 1agi Maha Mengenal

38 Penjelasan dari QS. A/-Nisa‘ (Departemen Pengawasan haji dan wakaf, A/-Qur’an dan
Terjemahannya), 139

M. Iqbal, Figh Sivasah “kontekstualisasi doktrin, 205

“ Departemen Pengawasan haji dan wakaf, A/-Qur’an dan, 209
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Oleh karena itu berkaitan dengan tidak ada seorangpun yang berhak
memperoleh perlakuan khusus di depan hukum. Nabi Muhammad SAW
mengajarkan bahwa kehancuran suatu bangsa diawali oleh sikap diskriminatif
penegak hukum. Mereka menghukum rakyat jelata yang bersalah tetapi
membiarkan bangsawan atau elit masyarakat yang melakukan tindakan melawan
hukum.*!

Bersamaan dengan itu, Ibnu Taimiyah dalam siyasah syar‘iyyah-nya juga
beranggapan bahwa urgensitas pemerintahan adalah hal yang tidak dapat

2 Kaitannya

ditinggalkan dalam menemukan sebuah kebijaksanaan hukum.
dengan PERMA No. 02 Tahun 2012, bahwasanya seperti yang telah diketahui
Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga yang berwenang menetapkan
sebuah peraturan walaupun terbatas pada lingkungan peradilan itu sendiri,
sebelum peraturan tersebut menjadi undang-undang.

Di lain sisi, islam mengakui dan menghormati hak asasi manusia dalam
masalah harta. Oleh karena itu harta harus dilindungi secara maksimal dari
segala bentuk pelanggaran sebagaimana perlindungan pada hak-hak lainnya.*

Namun perlu diketahui bahwasanya harta yang dilindungi itu ada dua arah, yakni

dari segi perwujudannya (min janib al-wujud) dan dari segi penjagaan dan

*' M. Iqbal, Figh Sivasah “kontekstualisasi doktrin, 205

“2 Ibnu Taimiyah, Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah Tentang : Amr Ma‘rif dan nahi munkar,
siyasah syar‘iyyah, jihad i sabilillah, penerjemah : Ahmad Syaikhu, Judul Asli : majmu‘at al-fatawa,
(Jakarta : Darul Hag, 2005) h. 454

3 Ikhwan, Pengadilan HAM di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam, (DEPAG RI: Cet.
1, Nopember 2007 ), 205
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pengrusakan (min janib al-‘adam).** Dari segi jaminan terhadap pengadaan harta
hukum islam memerintahkan adan menganjurkan untuk berusaha dan bekerja
keras untuk mendapat karunia Allah dengan cara-cara yang baik dan dibenarkan
agama. Tidak dibenarkan dengan cara-cara yang buruk seperti merusak dan
merufikan orang lain. Dalam konteks ini Allah SWT berfirman dalam QS. A/-
Jumu‘ah: 10 :
SB 18 by 18y A Jab 1 23 B 195250 Bl b 153
(V+) Sl
Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka
bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatiah Allah banyak-banyak
supaya kamu b¢.=:rzmt1111g.45
Dari segi penjagaan harta, min janib al-‘adam, hukum islam berupaya
memelihara harta dari segala bentuk pelanggaran dan pengrusakan. Dalam
konteks ini ada beberapa cara.
Pertama, mengharamkan mengharamkan perbuatan-perbuatan yang
melenggar hak harta seperti pencurian, riba, memakan harta anak yatim secara

zalim, menipu, curang dan sebagainya.

“ [bid, 205
% Departemen Pengawasan haji dan wakaf, A/-Qur’an dan, 933
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QS. Al-bagarah: 275

o B it g ity s ol ks S Yy Sgasks Y B48T il

4D g6 & 5 dles bris 520 G 3555 Hl il g5y @ 2o C.Ji Wy 1506

Artinya :

(YV0) bl b b 4O Latstof dadslh 38 25 it Jjy 83385 il

Orang-orang yang Makan (mengambil) ribafl74] tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran
(tekanan) penyakit gila.** Keadaan mereka yang demikian itu, adalah
discbabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu
sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),
Maka baginya apa yang telah diambilnya dabuli® (sebelum datang
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali
(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka;
mereka kekal di dalamnya,*

Riba itu ada dua macam: nas7‘al dan fad/. Riba nasiah ialah pembayaran

lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah

penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak

jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti

penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang

dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi

dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

% Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan

syaitan.

7 Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.
“ Departemen Pengawasan haji dan wakaf, A/-Qur’an dan, 69
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Kedua, penetapan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran hak-hak
atas harta, seperti dihukumnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana
pencurian dan tindak pidana lainnya dengan menetapkan sanksi yang setimpal

sesuai dengan perbuatannya.*’

% Ikhwan, Pengadilan HAM di Indonesia Dalam Perspektif; 207
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BAB IV
ANALISIS YURIDIS PERMA NO. 02 TAHUN 2012 TENTANG
PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN
JUMLAH DENDA DALAM KUHP DAN SIYASAH S YARTYYAH

A. Analisis Yuridis Terhadap PERMA No. 02 Tahun 2012

Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) No. 02 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana
Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Intinya, PERMA ini
ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring
dalam KUHP. Dalam PERMA No. 02 Tahun 2012 tidak hanya memberikan
keringanan kepada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan
pencurian dibawah 2,5 juta tidak dapat ditahan.

Namun Perlu diketahui bahwasanya dalam pasal 79 UU No. 14 Tahun
1985 Jo. UU No. 4 tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama UU No. 14 Tahun
1985 Tentang Mahkamah Agung jo UU No.3 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung besrta Penjelasan
pasalnya yang berbunyi A
Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi
kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup

diatur dalam undang-undang ini.

! Penjelasan pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 Jo. UU No. 4 tahun 2004 Tentang Perubahan
Pertama UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo UU No.3 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
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Artinya, Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang
cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang
ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan
dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang,.

Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya
merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian
Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang
hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat,
kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban
pembuktian,

Namun diterbitkannya PERMA No. 02 Tahun 2012 ini bukan tanpa
masalah, baik dilihat dari segi hierarki perundang-undangan dan dari sisi
penerapannya. Ada beberapa masalah yang kiranya patut dianalisa dalam hal ini.
1. Dari Segi Hierarki Perundang-Undangan

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa system hukum di
Indonesia ini adalah sistem hukum eropa kontinental yang juga menganut
positivisme hukum. Jadi harus diakui bahwa sistem peraturan perundang-
undangan harus tunduk dan patuh terhadap undang-undang yang lebih tinggi.

Kaitannya dengan PERMA No. 02 Tahun 2012, bahwasanya ada
beberapa masalah dalam penempetan posisi PERMA itu sendiri. Hal itu

dapat menimbulkan beberapa kontraversi pemahamanan yang terjadi
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diwilayah praktisi hukum. Banyak dari kalangan ahli hukum yang
menyalahkan terbitnya PERMA karena alasan hierarkis. Dalam analisis kali
ini penulis mencoba untuk membandikan PERMA dengan Undang-Undang
yang merupakan payung dari PERMA serta kekurangan dan kelebihannya.
Undang-undang tersebut antara lain:
UUD 45 Pasal 24 A yang berbunyi :
Mahkamah Agung berwenag mengadili pada tingkat kasasi, menguji
peraturan perundang-undangan di bawah undnag-undang, dan mempunyai
wewenang lainnya yang diberikan oleh undnag-undang

Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945
memberi jaminan terhadap wewenang Mahkamah Agung dalam membentuk
peraturan dengan asalkan di atur oleh undang-undang. Karena ciri dari negara
hukum adalah kewengan suatu lembaga pada negara hukum haruslah
senantiasa diatur secara formal berdasarkan perundang-undangan, baik secara
atributif maupun delegatif. Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam
Undang-Undang tentang Mahkamah Agung berserta dengan beberapa kali
perubahannya, telah menjadi dasar kewenangan delegatif yang dimiliki
Mahkamah Agung untuk menerbitkan peraturan yang berkaitan hukum acara
yakni terdapat pada Pasal 79 UU Tentang mahkamah Agung besrta

Penjelasannya.

? pasal 24 A Undang-Undang Dasar 1945
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Dalam perkembangan terakhir perjalanan peraturan perundang-
undangan di Indonesia adalah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
sebagai acuan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pengganti
Undang-Undang sebelumnya yakni UU No 10 tahun 2004. Pasal 8 beserta
penjelasan dari undang-undang tersebut telah mengakui keberadaan PERMA
sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang mengikat
sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi atau berdasarkan wewenang. Akan tetapi pengakuan tersebut tanpa
menempatkannya di dalam hierarki perundang-undangan sebagaimana

terdapat di dalam Pasal 7.

Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 :*

1. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah,;

Peraturan Presiden;

Peraturan Daerah Provinsi; dan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sementara itu, pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 berbunyi :

1. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa
Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga,

B e o o

* Isi dari pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011
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atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau
Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

2. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih
tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berangkat dari Pasal 24 A UUD 45 dan Pasal 7 dan 8 UU No. 12
Tahun 2011 Jo. UU No. 10 Tahun 2004, PERMA Merupakan produk hukum
yang diakui dalam undang-undang tersebut. Namun pengakuan secara tersirat
itu saja belum cukup untuk mengeksiskan PERMA sebagai salah satu produk
hukum yang mempunyai peranan sangat penting dan kerap digunakan para
hakim untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Pengakuan PERMA
sebagai salah satu jenis perundang-undangan yang tidak dibarengi oleh
tindakan menempatkan PERMA di dalam hierarki perundang-undangan akan
menjadikan PERMA sebagai peraturan yang sulit dan penub dilema dalam
penerapannya, padahal jika ditinjau secara substantif beberapa PERMA
memiliki karakteristik sebagai suatu perundang-undangan yang mengikat
kepada publik.

Dengan demikian, perlu dilakukan masih perlu diadakan revisi
terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 walau masih relatif baru,
yang di dalamnya mengatur secara tegas tentang pemisahan antara jenis

peraturan mana yang dapat dikategorikan senagai perundang-undangan, dan

peraturan mana yang tidak, sehingga bagi peraturan yang telah dikategorikan
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secara tegas sebagai suatu perundang-undangan, seharusnya dimasukkan ke
dalam hierarki perundang-undangan.
2. Dari Sisi Penerapannya di Pengadilan

Dalam PERMA No. 02 Tahun 2012 terdapat pernyataan pada
pertimbangannya sebagai berikut :*
Bahwa PERMA ini sama sckali tidak bermaksud mengubah KUHP,
Mahkamah Agung hanya mengubah penyesuaian nilai uang yang sudah
sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan
memudahkan penegak hukum khususnya hakim untuk memberikan keadilan

terhadap perkara yang diadilinya.

Namun jika kita melihat dalam butiran pasal-pasal PERMA tersebut
maka secara tidak langsung Perma tersebut merubah ketentuan dalam KUHP
dan seakan akan menjadi Lex Specialis dari KUHP dengan kata lain
mengatur tentang hukum pidana materil bukan merupakan ranah hukum
pidan formil. Karena ketentuan materilnya dirubah maka secara otomatis
penegakkan hukum formilnya akan menyesuaikan. Tentunya hal ini
menimbulkan kerancuan dan tidak scjalan dengan makna pada pasal 79

undang-undang Kehakiman.

* Pertimbangan Umum PERMA No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak
Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP
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Jika KUHP diakui sebagai sebuah peraturan yang menjadi hukum
positif hingga saat ini maka KUHPlah yang harus mengatur tentang tindak
pidana baik yang tergolong tindak pidana ringan maupun berat. Begitupula
dengan hukum acara pidana atau yang dikenal dengan hukum pidana formil
yang berfungsi menegakkan hukum pidana materil.

Namun seiring berkembangnya waktu dan zaman sudah barang tentu
banyak aturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan saat
sekarang di era globalisasi dan teknologi yang begitu canggih. Salah satu hal
yang tidak sesuai adalah nilai vang yang terdapat dalam KUHP sangat tidak
sesuai dengan kondisi sekarang. Maka dari itu perubahan terhadap KUHP
sudah menjadi suatu kemestian agar lebih menegdepankan rasa keadilan bagi
masyarakat. Bukan menciptakan suatu Peraturan yang bertentangan secara
asas pembentukan peraturan perundangan-undangan.

Indonesia adalah Negara hukum bercirikan mix Jegal system, yang
ditandai dengan pembagian kekuasaan. Oleh karena itu kewenangan
membuat peraturan yang bersifat mengikat dan membatasi serta menentukan
kebebasan setiap warga negara bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah
Agung sebagai lembaga yudikatif, tetapi menjadi ranah dari lembaga
legislatif.

Jika tujuan utama PERMA No. 02 Tahun 2012 tersebut adalah

penegakan keadilan dalam hal batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda
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dalam KUHP, maka ada suatu prinsip yang dikenal dengan judge made law
yang juga diakui keberadaannya dan diperkenankan untuk dilakukan oleh
hakim yang berada disebuah Negara bersistem Eropa kontinental dalam
bentuk recht shepping. Artinya Mahkamah Agung seharusnya menciptakan
hukum melalui putusan-putusan hakim dikarenakan belum tersedianya aturan
perundang-undangan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat
atau telah ada akan tetapi tidak lagi sesuai denga perkembangan kekinian.

Lahirnya Perma No. 02 tahun 2012 ini merupakan suatu bukti bahwa
sudah saatnya KUHP di revisi karena setiap ketentuan KUHP sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan kekinian. Sejak tahun 1960 nilai rupiah
mengalami penurunan sebasar 10.000 kali jika di bandingkan harga emas saat
ini. Nilai uang yang terdpat pada KUHP belum pemah mengalami
penyesuaian sehingga berimplikasi terhadap penerapan sejumlah pasal yang
ada pada KUHP seperti pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482
KUHP.

Namun keberadaan Perma No. 02 Tahun 2012 tersebut tidak dapat
menjamin dan menjadi payung hukum yang kuat dari rasa keadilan
masyarakat yang tertindas sebagaimana yang dirasakan saat ini. Untuk itu
hal yang terbaik adalah segera melakukan revisi KUHP agar segala
permaslahan ketidakadilan dan kepastian hukum yang belum tercapai dapat

terwujud.
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B. Analisis Yuridis Terhadap PERMA No. 02 Tahun 2012 Perspektif Siyasah
Syar‘iyyah

Telah dikemukakan dalam landasan teori terdahulu bahwa definisi dari
siyasah syar‘iyyah pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara‘
Berkenaan dengan itu maka timbul beberapa persoalan antaa lain : siapa yang
harus merencanakan kebijakan, melaksanakan, dan menilai siyasah syar‘iyyah ?
lalu syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk dapat menduduki jabatan
perencana, pelaksana, dan penilai peraturan tersebut. Lalu siapa yang harus
diatur, mengapa harus diatur dan apa hak dan kewajiban yang diatur. Bagaimana
cara merencanakan, melaksanakan, dan menilai peraturan. Apa bentuk pereturan
yang digunakan, dalam bidang apa saja yang perlu mendapat pengaturan, dan
lain sebagainya.

Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan diatas bisa disederhanakan dengan
mengambil salah satu sampel produk hukum berupa undang-undang atau
peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau instansi yang terkait. Dalam hal ini
PERMA No. 02 Tahun 2012 menjadi fokus utama penulis untuk melakukan
analisis yuridis terhadap peraturan tersebut, dan menjawab persoalan-persoalan
yang berhubungan dengan siyasah syar‘iyyah.

Pada dasarnya PERMA No. 02 Tahun 2012 ini adalah perangkat peraturan
yang dikeuvarkan Mahkamah Agung yang berhubungan dengan penyesuaian

batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. PERMA tersebut
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dikeluarkan dengan tujuan dapat meminimalisir menumpuknya perkara yang ada
di pengadilan umum dan mempertimbangkan rasa keadilan terkait beberapa
kasus pencurian ringan dengan tuntutan diatas lima tahun penjara.

Namun, PERMA No. 02 Tahun 2012 ini dalam perjalanannya mendapat
perhatian khusus dari beberapa ahli hukum di Indonesia. Berbagai alasan yang
bersifat pro dan kontra terhadap PERMA tersebut seakan-akan mewarnai corak
peradilan Indonesia, terlepas dari berbagai faktor, baik secara formil materiil,
hierarkis, hingga faktor politisnya.

Jika sebagian ahli hukum menilai kontroversi PERMA No. 02 Tahun 2012
tersebut dalam penerapannya dilatarbelakangi oleh ketidak sesuaiannya dalam
hal hierarkis perundangan-undangan, maka dalam hal ini akan berbeda tentunya
jika ditinjau dari paradigma siyasah syar‘jyyah. Univefsalitas nilai siyasah
syar‘iyyah terwujud manakala ia mampu melepaskan diri dari tarikan historis
dan sosiologis, dan pada saat yang sama mampu beradaptasi dengan segala beban
dan tuntutan yang muncul lantaran perubahan dan perbedaan tempat dan waktu.

Dalam hal ini maka beberapa tokoh seperti Al-Syatibi, Ibn Qayyim Al-
Jawziyyah dan Imam Gazali sepakat berpendapat bahwa siyasah syar‘iyyah tidak
hanya berpijak kepada magasid al syari‘ah semata, namun perlu juga
diperhatikan wasai/ nya.5 Maka dari itu kaitannya dengan PERMA No. 02 tahun

2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam

5 A. Djazuli, Figh Siyvasah “Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu
Syari’ah’{Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Cet. 3 2007), 10-11
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KUHP maka analisis yang dilakukan dalam skripsi ini mencangkup dua segi
yaitu ditinjau dari segi nilai-nilai dasar figh siyasah syar‘iyyah dan ditinjau dari
segi universalitasnya.

1. Ditinjau Dari Segi Nilai-Nilai Dasar Figh SiyaSah Syar‘[yyah

Didalam salah satu prinsip dasar siyasah syar‘fyyah ada ketetapan yang
mengharuskan mengikuti prinsip-prinsip pelaksanaan hukum. Dalam hal ini
antara lain menyedikitkan beban, berangsur-angsur dan tidak menyulitkan.®
Sedikit sulit untuk menemukan komparasi yang mengena dalam memandang
tindak pidana ringan dari sudut hukum pidana dan siyasah syar‘iyyah. Itu
discbabkan karena perbedaan landasan dan patokan hukum yang
dipergunakan oleh keduanya. Namun sebagai sarjana islam tentunya sebuah
keberhasilan ditentukan oleh berhasil tidaknya memasukkan nilai-nilai islam
kedalam ranah hukum positif di Indonesia.

Dalam hal ini aturan tersebut berlaku karena adanya situasi dan kondisi
tertentu yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan hukum asal. Sebagai
contoh dalam PERMA No. 02 Tahun 2012 dalam penjelasan umumnya
dikatakan bahwa :’

Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil
yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat.

Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-
perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun

6 .
Ibid, 6
7 Penjelasan umum PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana
ringan dan jumlah denda dalam KUHP
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sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding
dengan nilai barang yang dicurinya.

Banyaknya perkara-perkara tersebut yang masuk ke pengadilan juga telah
membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi
publik terhadap pengadilan. Umumnya masyarakat tidak memahami
bagaimana proses jalannya perkara pidana sampai bisa masuk ke pengadilan,
pihak-pihak mana saja yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan, dan
masyarakat pun umumnya hanya mengetahui ada tidakanya suatu perkara
pidana hanya pada saat perkara tersebut di sidangkan di pengadilan. Dan oleh
karena sudah sampai tahap persidangan di pengadilan sorotan masyarakat
kemudian hanya tertuju ke pengadilan dan menuntut agar pengadilan
mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.
Dalam penjelasan umurﬁ tersebut, inti dari dikeluarkannya PERMA No. 02
Tahun 2012 adalah untuk meringankan beban dan menegakkan rasa keadilan
dalam masyarakat. Oleh karena terlalu banyak kasus yang dianggap berat
sebelah dan mengabaikan nilai dasar keadilan sebagaimana beberapa fakta
yang telah disebutkan dalam BAB I terdahulu. Hal ini tidak menutup
kemungkinan Mahkamah Agung bertindak cepat dalam mengatasi problema
diatas sebagai reaksi lambannya pembentukan peraturan yang terkait dengan
masala tipiring tersebut, walau pada akhirnya implementasi dari PERMA No.
02 Tahun 2012 masih diragukan apakah mampu berjalan melawan arus dalam
persidangan dipengadilan negeri.

Berangkat dari pernyataan tersebut maka kaitannya dengan PERMA
No. 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan

jumlah denda dalam KUHP, jika titinjau dari paradigma siyasah syar‘iyyah,

maka PERMA tersebut bisa dikatatakan telah berpihak kepada keadilan dan
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mengikuti prinsip-prinsip dasar siyasah syar‘iyyah. Ditinjau Dari Segi
Universalitas SiyaSah Syar‘lyyah dalam hal ini penulis menyudut
pandangkan perkembangan satu nisab dalam pencurian.

Bila dikorelasikan dengan surat a/-maidah : 38 yang mengharuskan bagi
pencuri untuk dipotong tangannya. Hukum yang berupa Audud tersebut
bukan tanpa perkembangan. Hukuman potong tangan harus memperhatikan
batas minimal dan maksimalnya. Dalam surat a/-maidah @ 38 dijelaskan
bahwasanya hukuman potong tangan merupakan batas maksimal penindak
hukum dalam melakukan hukuman, artinya berdasarkan ayat tersebut
manusia hanya boleh menghukum dengan hukuman yang lebih rendah dari
itu. Dan hal itu menjadi tugas para mujtahid untuk menentukan hukuman
sesuai dengan kondisi yang berlaku. Begitu juga dengan kasus tindak pidana
ringan lainnya yang berhubungan dengan penghianatan terhadap harta. Jika
barang tersebut memang kurang dari batas yang ditentukan oleh hukum
positif yang wajib ditaati oleh setiap lapisan masyarakat, maka disini
kesempatan politik hukum islam untuk memasukkan dimensi ¢s’zir dalam
hukum di Indonesia. PERMA No. 02 Tahun 2012 adalah suatu keharusan
bagi setiap sarjana islam untuk mempertahankan bahkan mereposisikannya
menuju tempat yang lebih strategis lagi agar bisa berlaku sesuai harapan.

Alasan yang tepat untuk statemen diatas karena PERMA No. 02 Tahun 2012
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tersebut menjadi salah satu pintu keberhasilan hukum islam dalam
melebarkan sayap hukumnya secara subtantif.
. Ditinjau Dari Segi Universalitas Siyasah Syar‘iyyah

Seperti yang telah diketahui bahwasanya tujuan dari siyasah
syar‘fyyah adalah menegakkan hukum Allah dengan seperangkat peraturan
yang dibuat oleh penguasa yang tidak bertentangan dengan syara‘dan harus
sesuai dengan kemaslahatan umat,

Telah disinggung pula dalam alinea terdahulu bahwa siyasah
syar‘jyyah bersifat universal dan tidak statis. Maka dari itu para ulama
terdahulu tidak hanya berpaku kepada hukum-hukum yang bersifat stagnan
dan tidak berkembang. Namun juga memeprhatikan semangat revolusi
perubahan yang dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi yang terus
mengalami perkembangan.

PERMA No. 02 Tahun 2012 adalah salah satu contoh keberanian
Mahkamah Agung untuk memulai gerakan dan revolusi besar terkait
perubahan hukum materiil maupun formil yang selama ini hanya selesai di
rancangan undang-undang semata, khususnya RUU KUHP. Syad al dari‘ah,
adalah adalah salah satu landasan berfikir dalam mencontohkan universalitas
siyasah syar‘iyyah.

PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak

pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dibentuk untuk menekan
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pemerasan hukum yang dianggap sangat berlebihan dan telah terjadi di
Pengadilan Negeri. Keprihatinan ini sebenarnya tidak hanya timbul dari
kalangan yudisial, namun hal itu juga tampak dari reaksi masyarakat ketika
menanggapi ketimpangan keadilan tersebut. PERMA No. 02 Tahun 2012
menurut penulis adalah ironi bagi tindak pidana yang lebih besar yang selalu
lolos dari penegakan hukum yang seadil-adilnya. Seharusnya, PERMA No.
02 Tahun 2012 menjadi semangat untuk perubahan hukum yang lebih baik
lagi.

Dari segi politis, PERMA No. 02 Tahun 2012 tersebut telah dianggap
pro rakyat, karena berani mengubah materi dari hukum materil dan membuat
kontroversi besar-besaran dikalangan akademisi hukum. Namun terlepas dari
itu semua, penulis mengapresiatif tujuan murni PERMA yaitu mencegah
pemerasan terhadap rakyat kecil. Dalam semangat siyasah syar‘iyyah jelas
disebutkan bahwa peraturan yang menyumbangkan kemaslahatan bagi umat
harus diterapkan walau banyak yang menentang bahkan mungkin tidak sesuai

dengan peraturan sebelumnya.
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BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Analisis yurisidis terhadap PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian
batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP ditinjau dari
dua aspek. Pertama, dari segi hirarkis perundang-undangan. Pasal 24 A UUD
45 memberikan pengakuan wewenang terhadap Mahkamah Agung dalam
membentuk peraturan dengan asalkan di atur oleh undang-undang. Pasal 7
dan 8 UU No. 12 Tahun 2011 Jo. UU No. 10 Tahun 2004 tentang
pembentukan peraturan perundang-undangan adalah acuannya. Pasal 8
beserta penjelasan dari undang-undang tersebut telah mengakui keberadaan
PERMA sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang
mengikat akan tetapi pengakuan tersebut tanpa menempatkannya di dalam
hierarki perundang-undangan sebagaimana terdapat di dalam Pasal 7. Kedua,
dari sisi penerapannya di pengadilan. PERMA tersebut masih relatif baru dan
dianggap rancu karena isi dalam PERMA No. 02 Tahun 2012 dianggap
mengubah isi dari KUHP

Menurut Perspektif Siyasah Syar’iyyah terhadap PERMA No. 02 Tahun
2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda

dalam KUHP, pertama PERMA tersebut bisa dikatatakan telah berpihak
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kepada keadilan dan mengikuti prinsip-prinsip dasar siyasah syar‘iyyah.
Dalam hal ini implementasi ta’zir adalah elemen penting yang tidak dapat
ditinggalkan. Karena dalam aturan tersebut tersirat semangat mengenai
keharusan untuk senantiasa memperhatikan dan memperhitungkan situasi
dan kondisi dalam menerapkan hukum. Kedua PERMA tersebut adalah salah
satu contoh keberanian Mahkamah Agung untuk memulai gerakan dan
revolusi besar terkait perubahan hukum materiil maupun formil yang selama
ini hanya selesai di rancangan undang-undang semata, khususnya RUU
KUHP. Syad al dari‘ah, adalah adalah salah satu landasan berfikir dalam

mencontohkan universalitas siyasah syar‘iyyah.

B. Saran
Keberadaan PERMA No. 02 Tahun 2012 tersebut tidak dapat menjamin
dan menjadi payung hukum yang kuat, apabila pemerintah tidak segera
melakukan revisi KUHP agar segala permaslahan ketidakadilan dan kepastian
hukum yang belum tercapai dapat terwujud. PERMA No. 02 Tahun 2012
menurut penulis adalah ironi bagi tindak pidana yang lebih besar yang selalu
lolos dari penegakan hukum yang seadil-adilnya. Seharusnya, PERMA No. 02

Tahun 2012 menjadi semangat untuk perubahan hukum yang lebih baik lagi.
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